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ABSTRAK

Nama : Mulyaningsih
Program Studi:  Akuntansi Pemerintahan
Juddl . Analisis Pemberian Rekomendasi sebagai Buke Pelajaran Umum

untuk mendapatkan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertarmbahan
Nilai (PPN} oleh Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta

Dalam proses pembangunan di Indonesia pajak merupakan sumber
penerimaan yang terbesar dan merupakan sumber dana pembangunan terbesar
yang berasal dari dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai {PPN) adalah salah satu
bentuk pajak dirnana merupakan jenis pajak tidak langsung dan dapat dikenakan
terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyeraban Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak vang dapat dilakukan di dalam negeri dalam
bentuk penyerzhan, maupun dari luar negeri dalam bentuk impor. Buku-buku
pelajaran umm yang dapat berperan dalam mencerdasken kehidupan bangss,
termasuk barang kena pajak tertentu yang atas impor dan atau penyershannya
dibebaskan dari pengenaan PPN tanpa diwajibken memiliki surat keterangan
Bebas PPN, kecvali untuk impor dan atan penyerashan buku-buku tertentu yang
memeriukan pengesahan sebagai buku pelajaran wnum, Dimaoa pembebasan
diberikan berdasarkan rekomendasi dari Departemen terkait, Dalam kaitannya
dengan pengendalian mutu bukn, Pusat Perbukuan dalam hal ini di Seb Bidang
Pengendalian Mutu Buku mempunyai fongsi strategis. Funpsi strategis tersebut
karena Pusat Perbukuvan sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagat
buku pelajaran umum schingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak
Pertarmbahn Nilai (PPN

Metode penclitian yang digunakan dalam penyusunan karya akhir ind
adalah kualitatif deskriptif melalul penelitian kepustaksan, pengumpulan data
sekunder dan penelitian lapangan untuk kemudian melakukan analisis berdasarkan
teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pembenan rekomendasi
sebapai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} di Pusat Perbukuan sebagian besar berasal dari
penyerahan dan atau import buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum
dan sebagian kecil dari buku-buku yang belum berkategori buku pelajaran umum,

Hasil analisis pada seat pemohon mengajukan surat permochonan
rekomendasi, proses surat masuk sesual tata administrasi yang berlaku di Pusat
Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Sementara hasil analisis terhadap proses
penelaahan oleh tim penelaah diketemukan masih diperlukan sdanya analisis cos?
terhadap harga jual buku, perlu ditambahkan anggota penclaah sehagai cost
accounting, diperlukan penilaian resiko terhadap buku-buku yang akan diberikan
rekomendasi, diperlukan kriteria terhadap- objektivitas sebagai tim peneclaah,
belum adanya post audil terhadap pemohon rekomendasi. Dengan demikian hasil
analisis menunjukkan bahwa proses penelaahan oleh tim penelaah belum berjalan
dengan batk. Hasil analisis terhadap peperbitan surat rekomendast oleh Kepala
Pusat Perbukuan mepunjukkan bahwa proses tersebut befum dapat dijalankan
secara maksimal dikarenakan masth seringkali terbentur dengan masalsh
birokrasi.
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Internal Control  dalam  pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagal
buke pelajaran umum yntuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajek
Pertambahan Nilal (PPN} di Pusat Perbukvan sudah dilakukan. Analisis
pengendalian internal menunjokkan bahwa untuk aspek lingkungan pengendatian
sudah difakukan dengan batk; untuk aspek penilaian resiko belum dijalankan
dengan maksimal karena proses identifikasi dan penilaian resiko dalam rangka
pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secara eksplisit; untuk
aspek akifvitag pengendalian sudah dilakukan dengan baik; untuk aspek informasi
dan komunikasi belun dilakukan secara maksimal karena komunikasi ekstern
dalam bentuk pengumuman, brosur, ataupun wibsite belum ada dan untuk aspek
pengawasan sudah difakukan dengan baik..

Kata kunci:
PPN, buku pelajaran urnum, PPN dibebaskan, Pusbuk, fungsi strategis, infernal
control.

vili
Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE Ul, 2008
Universitas Indonesia



ABSTRACT

Name : Mulyaningsih
Program of Study : Governmental Accounting
Title : Analysis of Recommendation on (General Books

In order to gain Value Additional Tax from Book Centre,
Ministry of National Education, Jakarta

In development process, tax in Indonesia is the biggest resource and the
main domestic resource. Additional value tax is the direct tax for the attained tax
of businessman who carries out the item; later on he/she has to pay a tax, and or
tax hospitality done domestically in the form of admittance, iikewise in the
importing form will do if the item comes from abroad, The general textbooks
which have the important role on education, including the gained item tax for
import which the admitance is free from tax without noticing the free tax letter of
recommersdation, except for import and or certain books nesd some approval as
the gencral textbooks, Free of recommendation is given based upon
recomuendations come from the relevant depariment. In connection with the
book quality control, Division of Book Quality Control at Book Centre has the
strategic function. The strategic function is given recommendation as the general
books in order to get the free value additional tax.

Research of methodology used in this paper is qualitative description by
library research, secondary data collection and field observation and to be
continued on composing analysis based upon theory in accordance with the nule
and law. As far as we are concemed, most of recommendation to get free valued
additional tax are coming from the importing books in general texibooks category,
some of them are not categorized as the general textbooks.

The result of analysis when repistering the books in order fo get
recommendation, the incoming letters administratively are processing in good
condition by Boak Centre. The result of analysis of review processed by reviewer,
the reviewer has opinion about cost analysis to textbooks price, it nesds a member
of reviewer as cost accounting. We need the risk evaluation towards the
recommended books., needed criteria the objectives as the reviewer, in this ¢ase
1o post audit provided here. The final analysis shows that the reviewing process
done by reviewer shows that the process has not been done optimally due to the
bureaucracy problems.

Internal control in making general textbook recommendation to get free
valued additional tax at Book Centre has been well done. The result of internal
control shows that all aspects of control have been well done iikewise; the risk
aspect has not been optimally done due to identification process and the risk
assessment is not explicitly done; aspect of contro] has been well done; aspects of
information and communication have not been optimally done because of external
communication appears in the form of announcement, brochures, and website
which are not provided.

Keywords:
Value Added Tax, general textbooks, free value added tax, Book Centre, sirategic
function, intersial control.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1, Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan di Indonesia pajak mwerupakan sumber dana
pembangunan terbesar yeng berasal dart dalam negeri. Pajak merupakan sumber
penerimaan negara untuk membiayal pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk
membiayal pembangunan. Oleh karena ttu upaya untuk meningkatkan penertimaan
negara dari sektor pajak sangatiah penting, sebab dans vang dihimpun dapat
berasa! dari rakyat {private sektor} atau dan pemerintah (public saving).

Menurut R. Marsury £1999), pajak pada dasamya mempunyal dua fungsi:

1. Fungsi pengrimaan (budgereir), yaltu pajak berfungsi sebagai sumber dana
yang diperuntuikkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengelvaran pemerintah.
Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN scbagai penerimaan
dalan negeri.

2. Fungsi mengatur (reguier), yaitu pajak berfungsi sebagat alat mengatur atau
melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu
dikenakannya pajak vang lebih tinggi terhadap minuman keras, demildan juga
terhadap barang mewah,

Diantara kedua fingsi pajak tersebut, maka fungsi yeng utama adslah pajak
schagal pengisi kas negara, sedangkan fungsi mengatur merupakan fungsi
tarnbahan walaupun kedus fungsi fersebut saling melengkapi dan tidsk dapat
dipisabkan saftu sama lain, Ariiaya walaupun pajak berfungsi schagai sumber
penerimaan negara tetapl juga tetap harus diperfimbangkan berbagai dampaknya
terhadap masyarakat baik dampak sosial, ekonemi, budaya dan lainnya.

Adapun manfaat penting dari uang pajak yang diterima negara menurut indra
Ismawan (2000) adalah:

1. Schagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam APBN, dalam
sisi penerimaan, dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

2. Sebagai alat pemeratsan pendapatan. Untuk mewujudkan keadilan sosial,
dibutuhkan instrumen-instrumen yang menjamin pemerataan sosial ekonomi,

Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan dilakukan dengan menerapkan tarif
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pajak progresif. Secara de focie tarif pajak progresif hanya bisa efektif sebagai

instrumen pemerataan bila dana yang dikumpulkas kemudian dialokasikan

untuk kepentingan golongan masyarakat berpendapatan mengngah ke bawah.

Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasiiiias pendidikan kesehatan bagi

instrumen pemerintah,

3. Sebagai alat untuk mendorong investasi. Apabila realisasi pajak dalam APBN
lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka ada saldo yang dapat
digunaken untuk membiayai investasi pemerintah,  Investesi akan
meningkatkan pendapatan masyarakat melalal proses pelipatan (mudtipying
effect). Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, saldo tersebut di atas
bisa dialokasikan langsung unfuk menambeh provek-proyek pembangunan.
Tetapi dapat juga saldo anggaran disimpan dulu dalam tabungan pemerintah
(pubtic saving) untuk dialokasikan pada periode berikuinya,

Meningkatkan pendapatan pajak dapat dilakukan dengan berbagal cara,
diantaranya adalah secara vertikal yaitu pemerintzh dapat mengubah tarif pajak
menjadi febih tinggi, dan secara horizontal vaitu pemerintah mungkin melakukan
perlussan basis pajsk. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal seff
assespent dimana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitunag sendin
kewajiban pajaknys sesual dengan ketenfuan yang berlaku dan melaporkannya
secara berkala ke kantor peayanan pajak setempat, Agar sistem ini berjalan secara
efektif, maka keterbukaan dalam pelakssnsan penegakan bukum mempakan hal
yang penting, :

Isu atau masalah penting lainnya adalah bagaimana mengamankan penerimaan
negara inl dengan cara memingkatkan kemampuan dan kesadaran wajib pajak
dalam menghitung kewajiban pajaknya dengan benar atau paling tidak memadai.
Satu hal vang sering mempengaruhi penghitunpan pajaknya dalah sikap atan
persepsi wajib pajak. Seperti diketehui bahwa pajak adalah beban yang
mengurangi pendapatan Wailb Pajak. Walaupun semuz sependapat bahwa pajak
merupakan kewaiiban yang harus dipikul bersama oleh semua warga negara demi
kepentingan negara tetapi pada kenyataannya tidak semua wajib paiak dapat
menerima  jumlah  beban yang ditimpskan kepadanya. Schingga timbul
kecenderungan untek mengaihkan atau mengurangi jumtiah beban tersebut, baik
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dengan cara legal maupun dengan cara melakukan vsaha yang bertentangan
dengan hukum pajak yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN} adalah salah satu jenis pajak tidak langsung,
vang pada dasamya merupakan pajak dimana bebannya dapat dialihkan afau
digeserkan kepada pihak lain. Berdasarkan wewenang pemungutannya Pajak
Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak pusat/pajak negara yang wewenang
pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan pelsksanaannya dilakukan oleh
Departemen Kevangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha Kena Pajak
(PKP} yang merupakan subjek pajak dari Pajak Pertambaban Nilal adalah
pengusaha yang melakukan penyershan Barang Kena Pajak danfatan Jasa Kena
Pajak. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dapat dilakukan
di dalam negeri dalam bentuk penyerahan, maupun dari luar negerl dalam bentuk
impor. Termasuk di dalamnya adalah penyerahan terhadap buku-buku yang ikut
menunjang kecerdasan suatu bangsa,

Sejarah telah mencatat bahwa pengembungan peradaban suatu bangsa
banyak ditenfukan oleh scjavh mana masyarakat bangsa tersebut inampu
mengembangkan pengetabuan dan keicrampilannya. Salah satu sarana vang dapat
digunakan untuk menyerap miormasi serta mengembangkan penpetahuan dan
ketermmnpilan masyarakat bangsa pada wnumnya dan peserta didik di sekelah pada
khususnya adalah buku. Dengan demikian, buku hargs mampu menghimpun
informasi yang bermutn yang disajikan dengan baik dan benar diketahmi dan
dikembangkan oleh pembacanya. Meskipun dewasa ini isknologi elektronika
berkembang sangat pesat sehingea muncul media bacaan yang bersifat olektronik,
namun demikian diakui buku dalam hal ini buku pelajaran woum tetap bertaban
sebagal salah satu media yang sfekiif dalam rangka proscs pembelajaran dan
trangfer ilmu pengetahiuan kepada peserta didik.

Dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
bangsa, maka pemeriniah memberikan pembebasan PPN terhadap penyershan
buku-buku pelajaran unram dengan tidak diwajibkan mempunyai surat keterangan
bebas Pajak Pertambahan Nilal (PPN), kecuali untuk impor dan atau penyerahan
baku-buku tertenty yang memerivkan pengesahian sebagai buku pelajaran umum,
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Pusat Perbukuan merupskan salah satu instansi penting di lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional yang merupakan unsur pelaksanaan fugas
tertentu Depariemen di Bidang Perbukuan. Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan
ialah melaksanakan pengembangan dan koordinasi kegtatan perbukuan serta
pengendalian mutu buky, informasi dan teknologi perbukuan berdasaran
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam kaitannya dengan pengendalian
mutu buku, Pusat Perbukuan, dalam hal ind di Sub Bidang Pengendalian Mutu,
mempunyai fungsi yang straiegis dalam membantu penyediazn buku-buku
pelajaran umum agar fersedia dengan harga yang murah dan memberikan
pengaruh terhadap pemasukan kas negara dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai
(PPN} buku, Hal tersebut diwujudkan dengan adanya program kepiatan pemberian
rekomendasi sebagai buku pelgjaran umum untuk mendapatkan pembebasan
pengenaan Pajak Pertarnbahn Nilai (PPN). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan
pemberian wewenang kepada Kepala Pusat Perbukuan atas pama Menter
Pendidikan Nasional,

Berpéngaruh terhadap pemasukan kas negara karena kehati-hatian dan
ketelitian dalam penelaahan yang dilakukan oleh Tini Penclagh Pusat Perbukuan
akan menentukan apakah buku yang dimintakan rekomendasi berkategori
pelajaran umum ataw bukan, Hal ini mengingat pemohon rekomendasi berasal dart
orang atau badan hukum yang melakukan impor buku atau orang atay badan
hukum yang menerima penyerahan buku dalam negen, termasuk pemberien
rekomendasi bularbuku terbitan swasta yang bergerak dalam bidang bisnis
maupun dari institusi lain yang bergerak dalam bidang pendidikan,

Kehati-hatian dalam pemberian surat rekomendasi selain dilakukan dalam
proses penelaahan diwnjudkan juga dengan adanya pengendalian intemal dari
Fusat Perbukuan sgendiri dari awal adanya permohonan rekomendasi sampai
diterbitkannya surat rekomendasi, Sehingpa akan dapat menghindari proses
penyelewengan pajak dan setiap pemohon dengan cara legal maupun dengan cara
melakukan wsaha yang bertentangan dengan hukum pajak yang berlaku serta
proses penelaahan berlangsung efektif dan efisien.
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1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masaiah di atas, maka permasalahan penelitian
yang akan dibahas dalam karya akhir ini adzlah:

1) Bagaimana analisis terhadap pemberian rekomendasi sehagai buku pelajaran
umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
{PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.

2) Bagaimana pelaksansan pengendalian internal dalam pemberian rekomendasi
sebagsi boku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN}, sehingga tercapai kegiatan yang efektif dan
efisien.

3) Bagaimana solusi yang diberikan atas temuan analisis tersebut,

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang terlalu meluas dan tidak terarah pada
tujuan yang ingin dicapal, make ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini
dibatasi pada:

1} Pengenazn Pajak Pertambzhan Nilai (PPN} hanya untuk buke-buku vang
herkategori buku pelajaran urmum,

2) Pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagal buku pelajaran vmum untuk
mendapatkan pembebasan pengenaan Pajsk Pertambahan Nilai (PPN) vang
dianalisis pada tabun 2003 sampai dengan Junt 2008 di Pusat Perbukuan
Depdiknas Jakarta.

3} Analisis dilakukan pada tahap dad pemochon mengajukan surat permohonan
rekomendasi sampai dengan diterhitkannya surat rekomendasi oleh Kepala

Pusat Perbukuan,

1.4. Twijuan Penclitian
Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disampaikan tujuan penelitian
yang hendak dicapai:
s Untuk memperoleh pemsghaman  yang memadal  tentang  pemberian
rckomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Porbokuan Depdiknas
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Jakarta pada tahun 2003 sampai dengan Juni 2008 yang sudah dilaksanakan

selamma ini.

1.5. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah:
1) Bagi Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

a, Evaluasi dalam pelaksangan pemberian rekomendasi/pengesahan sehagai
buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak
Pertarnbahan Nilai (PPN} di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta.

b. Dapat dijadiken masukan dalam memperbaiki Sistern Pengendalian
Interpal dalam kegiatan memberikan rekomendasi/pengesahan sebagai
buku pelajaran umum untok mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak
Pertambaban Nilal (PPN} di subbid Pengendalian Mutu Buku Pusat
Perbukuan Depdiknas Jakarta.

2) DBagi Hmu Pengetahuan

Dapat dijadikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di

bidang sistem pengendalian intermal dan perpajakan khususnya dalam hal

Pajak Pertambahan Nilai (PPN} untuk buku pelajaran umur,,

1.6. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan delam penyusunan karya akhir int adalah
metede kualitatif deskriptif melalui peneliian kepustaksan, pengumpulan data
sekunder dan penelitian lapangan.
1. Penclitian Kepustakaan (Library Research)
Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan yang diharapkan,
penulis melakukan penchitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan
mengambil data baik berupa teori maupun data yang berhubungan dengan
pokok permasalahan. Kemudian melzkukan analisis berdasarkan teori dan

peraturan serta perundang-undangan yeng berlaku.
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2. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi yakni dengan
mencari, memilah dan mengumpulkan dari berbagai sumber,

3. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penellittan  dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi uetuk
mengetahui proses pemberian rekomendasi sebagal buku pelajaran umum
untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di
Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarts, dan menggunakan data-data yang ada
selama proses pemberian rekomendasi dari tahun 2003 sampai dengan Jund
2008,

1.7. Sistematika Peneliftian

Sistematika penulisan yang digunakan dalam karya akhir ini adalsh:

Bab.l. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan
masalah, pembatasan masalah, tuinan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sisternatika penelitian.

Bab, 11, Landasan Teori berisikan teatang landasan teori yang dpakai dalam
melakukan penclitian, Landasan teori tersebut diambil dari referensi-referansi
vang relevan dengan topik penelitian,

Babdll. Gambaran Umum Objek Penelitian menyajikan informasi
berkenaan dengan profil Pusat Perbukuan, Struktur Organisasal, Tagas dan Fangsi
Pusat Perbukuan.

Bab. IV, Analisa dan Pembahasan merupakan penjabaran tentang data yang
menjadi materi untuk diznalisis dalam pembahasan, serta permbahasan vang
merupakan analisis secara mendalam sampai pada penjelasan masalah,

Bab. V. Kesimpulan dan Saran berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi
karya akhir dan saran-saran perbaikan yang dapat dipergunakan sebagai dasar
perfimbangan memecahkan pernasalaban yang dihadapt.
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BAB2
LANDASAN TEORI

2.1 Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax)
2,1.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Falue Added Tax)

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2003} Value Added Tax pertama kali
diperkenalkan di Perancis pada tahan 1954, Dengan berbagai kelebihannya, Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) diadopsi oleh banyak negara. Pajak Pertambaban MNilai
{PPN) pada dasarnya merupakan pajak pemjualan yang dipungut atas dasar nilar
tambah yang timbul pada semua fakior produksi dan distribusi. Dimana nilai
tambah sdalah semwa faktor preduksi yang timbul di setiap jalur peredaran suaiu
barang, sepertt bunga, sewa, upah Kkeda, termasuk semua biaya untuk
mendapatkan laba.

Penperfian Value Added (nilai tambah) menumt Tait AllanT. {1991)
adalah sebagal berikut:

“Vadue Added is the value that a producer (whether a manyfacturer,
disiribulor, adveriising agent, hardresser, fomer, race horse truiner or
circus owner) adds 1i 7is raw material or purchases (orther that labour}
before selling the new or improved produet or service. Thal is, inputs {the
raw materiad, transport, rent advertising and so on) are bought, people
are paid wages o work on these Inputs and whwe the final goods and
services or sold, some profit are iefi. So, value added can be looked at
Sfrom the additive side (woges plus profits) or from the substractive side
(output minus inputs).”

Berdasarkan definisi di atas, maka diketahui bahwa nilal tambah dilihat dari dus
sisi, yaitu sisi pertambahan nilai {upah dan keuntungan) serta dari sisi selisih
output dikurangi inpui. Oleh karena yang meniadi dasar pengenaan pajak ini
adalah nilai tambah (Value Added) Definisi Pajek Pertambahan Nilai (VAT)
memurut Smith, dkk seperti vang dikutip Rosdiana dan Tarigan (2005) adalah
sebagai berikut:

“The VAT is afax on the value added by afirm 1o its produeis in the course,
of its operation. Value added can be viewed either as the differevce
between firm's soles and s purchase during an accoynting period, or as
the sum of its wage, profits, rent, imterest and other paymets not subject {0
the fox during thai period.”

8
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Dari definisi di atas merupakan pajak atas perfsmbahan nilai terhadap
produk-produk yang dihasilkan oleh perusshasan selama kegiatan operasinya.
Pertambahan nilai dapat dilihat balk sebagai selisih antara penjualan dan
pembelian yang dilakukan perusshaan selama periode akutansi, ataupun sebagai
pejumlahan atas upah, keuntingan, sewa, bunga dan pembayaran lainnya yang
bukan merupakan objek pajak selama periode akuntansi yang bersanghutan,

Dengan demikian PPN dapat diartikan juga sebagai suatu jenis pajak yang
dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari
pengertign tersebut tampak bahwa nilat tambah merupakan hal vang sangat
penting dan mendasar dalam analisa dan pembahasan tentang PPN (Tait Allan.T,,
1998}, Dengan mengenakan PPN atas nilgi tambah {added value) dari Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserabilan oleh Pengusaha Kena Pajak,

Jadi yang dimaksud dengan nilai tambah (added value) adalah suata nilai
yang merupakan hasit penjumlabam biaya produksi atau distnibust yang meliputi
penyusutan, bunga modal, gajif/upah yang dibayarkan oleh pengugaha. Secara
sederhana nilai tambah di bidang perdagangan dapat diartikan sebagai selisih
antara harga jual dengan harga beli barang daganpan. Untuk lebih jelasnys

diterangkan dengan contoh sebagai berikut:

Pembelian:

Bahan Baku 2.000

Bahan Pembanty 1060

Suku Cadang dli LOGG
Jumiah 4000
Biaya:

Penyusutan 250

Bunga Modal 750
(aji/Upzh 1.060

Biaya Manajemen 750

Laba Usaha 756
Jumlah 3.500
Harga Jual 7.500

Dari contoh di atas, dapat dilihat babwa nilai tambah barang hasii produksi
sehesar 3,500 identik dengan selisih antara harga jual sebesar 7.500 dengan harga
pembelian bahan bakwpembanin dan sarana produkst lainnya sebesar 4,000,
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola
oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DIP), PPN ini
termasuk jenis pajak tidak langsung vang memiliki makna bahwa yang dikenakan
kewajiban PPN tidak mesti yang mepanggung beban pajaknya dan  yang
menanggung beban PPN adalah konsumen akhir, Namun demikian yang
dikenakan untgk memunnguinya adalah fihek-fihak yang berada dalam jalur
distribust sebelum barang/jasa samypai konsumen.

Berdasarkan ketentuan, semua barang dan jasa pada hakikatnya adalah
barang kena PPN kecuali ada beberapa jenis barang yang dikecualikan
berdasarkan UU PPN, Ada juga beberapa jenis barang yang karena sifat
strategisnya, mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Namun demikian, dalam hampir
sebagian besar jenis barang yang kita konsumsi sehari-hari sudah terkandong
unsur PPN yang besarnya 10% dari harga jual.

Prinsip yang penting untul diketahui dalam PPN ini adalgh bahwa PPN
dikenakan atas konsumsi barangfjasa di dalam negeri. Dengan prinsip ini, maka
barang yang dijual ke luar negeri harus dikeluarkan PPNnya sehingga banyak
eksporiir biasanya mengajukan restitusi PPN karena hal inl. Dengan prinsip ini
Jjuga, setiap barang/jasa yvang masuk ke dalam negeri harus dikenakan PPN,

Untuk kegiatan impor, Difjen Bea Cukai bertugas untuk meomastikan
impaortir telah membayar PPNnya. Jika atas penjualan barang/iasa di dalam negeri,
maka dituniuk pengusaha, baik scbagai badan alau orang pribadi, sebagai
pamungut PPN ketika melakukan transaksi penjuslan. Pengusaha vang ditunjuk
ini selanjuinya disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP), Namun demikian, tidak
semua pengusanha ini diharuskan menjadi PKP, ada batasan sebagal pengussha
keeil yang tidak diharuskan mepjadi PKP. Ketika PKP memungut PPN dari
pembelinya, PKF harus membuat buleti pungutan PPN yang disebut Faktur Pajak.

Bagi penjual, PPN yang dipungut dari pembeli akan menjadi PPN
Keluaran (ampz}{ fax}. Bagi pembeli, FPN yang dibayarkan kepada penjual akan
menjadi PPN masukan {(mput fax), Pada setiap akhir bulan PKFP akan
memperhitungkan berapa PPN Keluaran dibandingkan dengan PPN Masukannya.
Jika PPN Keiuaran lebih besar, maka selisihnya harus disetorkan ke kas Negara
paling lambat tanggal 15 akhir bulen berikutnya. Jika sebaliknva PPN
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Masukannya yang lebih besar, maka kelebihan bayar PPN ini bisa
dikompensasikan dengan bulan berikuinya atau minta dikembalikan {restitusi).
Sarana untuk hitung-hitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran ini dinamakan
SPT Masa PPN dengan kode fonmulir 1107, Pelaporan SPT Masa PPN paling
lambat dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya.

2.1.2 Karakteristik PPN
Dengan memperhatikan semua uraian tentang PPN di atas maka dapat

dikemuksakan mengenat karakterisik PPN yaitu sebagai berikut:

1} PPN merupakan Pajak Tidak Langsung
Hal tersebut memberikan konsekunsi yunidis bahwa antara pemikul beban
pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara berada
pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ind sccara nyata berkedudukan
sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas Negara adalah
Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selako penjual Barang Kena Pajak atau
Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena ifm bila terjadi  penyimpangan
permpgutan PPN,  administrasi  pajak  {fiskus) ékau meminta
pertanggungiawaban kepada penjual barang kena pajak tersebut, bukan kepada
pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai pengusaha
kena pajak.

23 Paiak Objektif
Yaitu suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh
factor objektif vang dinamakan fatbestand , yaitn suatu keadaan, peristiwa
atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, vang lebih Jazim dissbut
dengan Obyek Pajak. Timbulnya kewajiban untuk membayar PPN adalah
pada saat diketahui adanya tathestand tersebut. Sedangkan Subyek Pajaknya
tidak ikut menentukan ferkena/tidaknya PPN. Apabila telah diketahui adanya
suaty fatbestand, maka sudah timbul kewajiban pajaknya,

3) PPN merupakan mulfistage fex
Karakteristik ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mafa rantgi
jalur produksi maupun jalur distribusi. Tiap penyerahan barang yang menjadi
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5)

6)

12

obiek PPN dari tingkat pabrikan {manufacrure) sampal pedagang besar dan

pedagang cceran {(retailer) dikenaken PPN. Misalnya: pabrik bepang

menyerahkan benang ke pabrik tekstil, pabrik teksti] menyerahkan garmen ke

padagang besar, pedagang besar menyerahkan garmen ke padagang cceran,

pedagang eceran menyerahkan garmen ke konsumen.

Dari contoh di atas maka terlibat bahwa sctiap mata rantai jabur produksi dan

distribusi dikenakan PPN, Demikian seterusniya sampai kepada sasaran akhir

pengenaan PPN yaitu konsumen.

PPN merupakan Pajak Atas Konsumsi Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Apabila barang atau jasa dikonsurnsi di

fuar negeri, maka atas barang atau jusa tersebut tidak dikenakan PPH.

Demikian joga untak Barang Kena Pajak yang diekspor ke luar negeri tidak

akan dikenakan PPN,

Pemungutan PPN menggunakan faktur pajak.

Untuk menghitung PPN yang terufang maka pada setiap penyerahan Barang

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Pengusaha Kena Pajak yang

berssngkutan mempunyat kewajiban untuk membuat fektur pajak sebagai

bukti telab dilaksanakan pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak ini akan

dihitung jumiah pajek yang ferutang dalam suatu masa pajsk yang wajib

disctor ke kas negara. Sedangkan bagi pihak pembeli atau penerima jasa, atau

importir fakiur pajak yang diterima merupakan bukti pembayaran pajak.

PPN bersifat netral

Netralitas PPN dibeniuk oleh dua fakior vaia

a PPN dikenakan batk atas konsemsi maupun jasa.

b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan {destinafion
principle).

Dalam mekanisme pemungutannys, PPN mengenal doa prinsip pemungutan

yaitu prinsip tempat asal (origin principle) dan prinsip tempat fujuan

{destination principle). Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa

PPN dipungut di tempat asal bareng atau jasa yang akan dikonsumsi.

Sedangkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa
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dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan
PPN dalam perdagangan internasional. Agar dava saing komoditi Indonesia
dengan produk domistik negara pengimpor lidak dipengarubi oleh PPN
Indonesia, maka terhadap komoditi ckspor dikenakan PPN dengan tarif (%.
Qlch karena itu dengan menganut prinsip tempat tujuan (destination principle)
yang dimodifikasi dalam bentuk perlekvan khusus terhadap komoditi ekspor
maka PPN netral dalam perdagangan internasional.
7) PPN tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda,

Kemungkinan pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya
dipunput atas nilai tambsh saja, sehinggz pengusaba diberi hak untuk
memperoleh kembali PPN vang dibayar atas perelehan bahan baku/pemnbantu
atau barang modalnya.

2.1.3 Pengusaha Kena Pajak {PKP)

Definisi Pengusaha menurut UL PPN waitu UU No. 18 tahun 2000 tentang
perubghan kedua atas UU No. § talun 1983 pasal 1 ayat 14 adalah orang pribadi
atau badan yang dalam kegiatan usaha atu pekerisannya, paling tidak akan
melakukan salab satu darj kegiatan berikut:

1} Menghasilkan barang

2} Maengimpor barang

3) Mengekspor barang

4} Melakukan usaha perdagangan

5} Memanfaatkan usaha perdagangan

&) Memanfaatkan barang tidak berwnjud dari luar Daerah Pabean
7} Melakukan usaha jasa, atag

8) Memanfhatkan jasa darl Luar Daerah Pabean

Sedangkan definisi Pengusaha Kena Pajak  adalah Pengusaha vang
melakukan penyerahan barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali
terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha
Kectl (UU PPN yaitu UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU
No. 8 tahun 1983, pasal | ayat 15).
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Mekanisme pemgenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak,
dengan melakukan pemungutan PPN pada setiap transaksi yang terutang PPN
Perhitungan pembayaran dan pelaporan PPN, setisp bulannya harus dilakukan
oleh PKP.

Dengan demikian setiap Pengusaba yang telah dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak mempunyai kewsgjiban dalam perpajakan, antara lain
melaporkan usahanya, memungut pajak yang terutang, menyctorkan Pajak
Pertambehan Nilai vang masih haras dibayar dalam hal Pajak Kelwaran lebik
besar dari pajek masukan yang dapat dikreditkan, menyetorkan Pajak Penjualan
Alas Barang Mewah yang terutang, serta melaporkan penghitungan pajak (UU
PPN yaitu Ul No. 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU No. 8 tahun
1983, Penjelasan Pasal 3A).

2.1.4 Ohjek Pajak Pertambahan Nilai

Barang atau jasa sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai dapat
dibedakan menjadi:

1) Barang Kena Pajak
2} Jasa Kena Pajak

Menurot Pasal 1 angka 2.3 UL PPN vaitn UU No. 18 whun 2000 tentang
perubahan kedus atas Ul No. 8 tahun 1983, Barang Kena Pajak adalah barang
berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau
barang tidak bergerak, dan barang berwupud yang dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang PPN. Yang dimaksudkan dengan barang berwiud adalah aktiva
tetap, seperti kendaraan, mesin dan juga berupa persediaan bahan baky, maupun
barang jadi serta masih banyak lainnya, sedangkan barang Kena Pajak tidak
herwujud diantaranya seperti Franchie, Lisensi, Merek Dagang, Hak Paten, Hak
Cipta, dan berbagai hak-bak lainnya,

Menurat penjelasan pasal 4 UL PPN yaitu UU No. 18 tghon 2000 tentang
perubahan kedua atas UU No, 8 tahun 1983, barang yang merpakan Ohjek Pajak
PPN atau yang akan dikenakan PPN harus memenuhi persyaratan seperti batang
berwjud yang diserahkan merupakan Barang Kena P&ijak, barang tidak berwujud
yang disorahkan merupakan Barang Kena Pajak, penyerahan dilakukan di dalam
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Daerah Pabean, serta Penyerahan dilakukan dalam rangke kegiatan usaha stau
pekerigannya

Dengan demikian pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kenz Pajak
mentwrut asal barang tersebut didapat, dapai dibedakan menjadi;

1} Penyerahan barang kena pajak di dalam Dacrah Pabean

2} Impor Barang Kena Pajak

3} Pemanfaatan Barang kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerab pabean di
dalam Daerah Pabean

4} Ekspor barang Kena Pajak oleh Penguszha Kena Pajak

Menurut pasal 1 angka 56,7 UL PPN yaito Ut No. 18 tahun 200D tentang
perubahan kedua atas UU No. 8 tabun 1983, Jasa Kena Pgiak adalah setiap
kegiatan pelayanan berdasarkan swatu perikatan atau perbuatan hokum yang
menyebabkan suatu barang atau fasilitas atav kemudahan atau hak tersedia untuk
dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang Karena pesanan
atay permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan, yang dikenakan pajak
berdasarkan Urdang-undang PPN, Selanjuinya yang dimaksud dengan
Pepyerghan Jasa Kena Pajak yang menurut asal barang tersebut terutang PPN,
dapat dibedakan menjadi Penyerahan Jasa Kena Pajek di dalam Daerab Pabean
dan pemanfzatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean.

Menuomt pasal 1 angka 1 UU PPN yaitn UU No. 18 tahun 2000 tentang
perubahan kedua atas UL No. 8 tahun 1983, Daerah Pabean adalah wilayah
Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya sena tempat-tempat tertenta di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan
Kontinen yang i dalamnya berlake Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995
tentang Kepabeanan. Sehingpa yang merupakan pemanfastan Jasa Kena Pajak
dari Luar Daergh Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dilakukan oleh
perseorangan maupun badan dari lvar negeri, yang memberikan jasa di daerah
pabean, seperti jasa konsultan, jasa quality control, dan banyak jenis jasa lainnya
{Dioko Mulyono, 2008).

Dengan demikian berbagat kegistan penyerahan Jasa pada kegiatan
tertentu dikenakan PPN antars lain adalah kegiatan seperti :
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1} Jasa Pada Perbankan

2) Jasza Acara Televisi

3) Jasa Penggilingan Gabah

43 Jasa Pada Perhotelan

5) Jasa Pelabuhan Kapal Pelayaran Internasional.

Dari definisi di atas dapat disimpulken objek pajak PPN dikenakan atas

(UL PPN yaitu ULJ No, 18 tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UUJ No. 8

tahun 1983, Bab 111 Pasal 4):

1} penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerab pabean yang dilakukan oleh
pengusaha;

2} tmpor Barang kena pajak

3} peoyerahan Jasa Kena pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan cleh
pengusaha;

4) pemanfaatan Barang Kena Pajak fidak berwujud dari Luar daersh pabean di
dalam Daerah pabean;

5} pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam dacrah
Pabean: atau

6) ekspor barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;

2.1.5 Tarif dan Penghitungan PPN
Menurt Djoko Mulyono {2008} Tarif PPN yang teruteng atas BKP
maupun JKP dilitung dari dasar Penpenaun pajak dikalikan dengan tarif tertentu.
Besarnva tarif PPN dapat dibedakan menjadi seperti berikut:
13 Tarif Umum, tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak
maupun Jasy kena pajak secars umum yaite sebesar 10% pasal 7 catatan: Pasal
7 UU PPh ayat (1) tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepulub persen).
2} Tarif Ekspor, Tarif yang dikenakan terhadap fransaksi Barang kena pajak
maupun Jasa Kena Pajak pada ekspor adalah § % bukan dengan dibebaskan
PPN, sehingpa pajak masukannya dapat dikreditkan. Catatan: Pasal 7 UU PPh
ayat {2) Pajak pertambahan Nilai atas ekspor Barang kepa pajak adalah 0%
{nol persen). Penjelasan pasal 7 UU PPh ayat (2) PPN adalah pajak yang
dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di Dalam dacrah Pabean . Olch
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karena itu, Barang kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di Luar daersh
opabeant , dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Dengan demikian, pajak
masukan yang telah dibayar dari barang yang diekpor tetap dapat dikreditkan,

3} Tarif minimgl dan maksimal, tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan
maksimal schesar 15% , tergantung kebutuhan dasar dard pemerintah.
Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan penyusunan
RAPBN,

4) Tarif Bfekiif, tarif efektif darl PPN dikenakan pada berbagai BKP tertentu,
seperti Industri rokok.

2.1.6 Restitusi PPN
Restitusi PPN adalah pengemibmiian kelebihan Pajak Masukan yang

disehabkan oleh adanva kelebiban pembayaran pajak. Restitusi PPN merupakan
serangkaian kegiatan yang pangjang dengan membebaskan berbagai pihak seperti
Pengusaha Kena Paiak (PKP) scbagal pembeli dan penjual barang atau jasa,
Direktorat Jenderal Pajak {DJP), Dirgktorat Jenderal Bea dan Cukat {DJBC)
Agen dan Perusabaan Pelayaran dan Perbankan, Restitusi merupakan konsekuensi
kebijakan penerapan PPN, vaitu apabila dalam suatu masa pajak Pajak Masukan
{PM]} yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran {(PK) yang harus
dipungut. Sesual dengan hakikat PPN yaitu pajak atas nilal tambah, sclama
penguszha  masih  melakukan  adanya wnilai fambah, maka pepgambilan
pajak/restitusi hanya dapat terjadi antara lsin karena beberspa hal sebagai berikut
{Untung Sukardji, 2008
1) Pengusaha Kena Pajak menyerabkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

Penverahan BKP danfatay JKP kepada pemunguwt PPN hampir selaln

mengakibatkan lebih bayar karena PKP yang bersangkutan belum sempat

mengkreditkan pajak masukan yang telah dibayar dalam masa pajak yang

sama, PPN tenuang telah dipungut dan disetorkan ke kaz negara oich

permungut PPN,
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Pengusaha Kena Pajak menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak schubungan dengan proyek milik pemerintah yang dananya berasal dari
bantuan LN baik berupa hibah maupun pinjaman.

Kelebihan Pajak Masukan ini adalah sebagai konsekuensi pemberian fasilitas
PPN dan PPrBM yang terutang tidak dipungut atas penyershan BKP dan/atau
JKP dan atau impor BKP dalam rangka proyek milik pemerintah yang
dibiayai dengan dana yang bersal dari LN.

Pengusaha Kena Pajak melakukan penyershan Barang Kena Pajak untuk
diolah lebih lanjut kepada Enterport Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE).
PKP yang menyerabkan BKP untuk diolah lebih lanjut kepada Pengusahs
yang memperoleh perserujman dari Menteri Keuangan sebagai EFTE,
mendapat fasilitas PPN yang terotang Tidak dipungut,

Berupa bahan beku atau bahan pembantu danfatau Jasa Kena Pajak kepada

. perusahaan eksportir tertentu (PETL

Perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sedemikian rupa sehingga tarif 0%
dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa bahan baku atan bahan
pembantu danfatay Jasa Kena Pajak kepada perusahaan eksportir terfentu
{PET) yang akan digunskan untuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak
yang akan diekspor.

Selain kemungkinan terjadi kelebihan pembayarsn pajak bukan disebabkan
Pajak Masukan lebih besar dariripada Pajak Kehiaran, melainkan semata-mata
disebabkan vleh kekeliruan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pengusaha
Kena Pajak,

Peristiwa ini dinamaken kelebihan pembayaran pajak karena terjadi kesalahan

pemungutan atau pernbayaran pajak yang seharnsnya tidak terptang,

2.1.7 Mekanisme Pengkreditan PPN

Menurut Gunadi dkk, (1999) ada 2 {dua) macam mekanisme peagkreditan

PPN yaitu:

1)

Mekanisme pengkreditan secara tidek langsung (indirecr)
Yaitu mekantame pengkreditan PPN dimana PPN Masukan atas perolchan
Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dapat dikreditkan tanpa
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perlu mengaitkannya dengan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak. Jadi barang-barang yang masuk ke persedisan {inventory) dapat juga
dikreditkan. Sebagal contoh kita membeli barang Rp.100.000.0600; PPN
Masukannya Rp.10.000.000; atas barang tersebut hanya digunakan
Rp.50.000.600; dalam proses produksi, sedangkan Rp. 50.006.000; sisanya
merupakan persediaan {inventory). Dalam mekanisme ini, maka pada saat
menghitung PPN terhutang sehuuh PPN Masukan sebesar Rp.10.000.004;
dapat dikreditkan seluruhnya,

Mekanisme Pengkreditan secara langsung (direct)

Yaitu mekanisme pengkreditan PPN Masokan (PM) dikaitkea dengan
penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Jadi seperti yang ada
dalam contoh di atas (indercet) nilai Rp.50.000.000; yang menjadi inventory
tidak daput dikreditkan karena hanya Rp.50.000.000; saja vang merupakan
harga pokok penjualan dari barang yang dijual. Hal {ersebut akan lebik jolas
jika dicontohkan sebagai beriloat:

PT.A mempunyal peredaran usaha Rp.2.000.000.000; maka PPN Keluaran
(PK) adalah Rp.200.000.060;

Endirect PPN:

PK Rp.200.000.000;
PM Rp. 10.000,6080;
PPN kurang bayar Ep.190.000,000;
Direct PPN:

PK RKp.200.000.000;
PM Rp. 35.000.800;

PPN kurang bayar Ryp.195.000.000;

2.1.8 Pembebasan PPN

Dalam rangka memberikan fasilitasi ke masyarakat, maka penggolongan

PPN menurat Pasal 4A UU PPN, dapat dikelompokkan menjadi PPN tidak
dikenakan, tidak dipungwt, dibecbaskan, atau ditanggung pemerintah,

1)

PPN tidak dikenakan terhadap Barang dan Jasa Terientu yang diatur dengan
Peraturan Pemeriniah
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Penetapan jenis barang yeng tidak dikenakan Pajsk Pertambahan WMilal

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok

barang sebagai berikut:

.

d.

Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya,

Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutubkan oleh rakyat banyak;
Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumsh makan,
warunyg dan sejenisnya;

Liang, emas batangan, dan suret-surat berhargs.

Sedangkan penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa
sebagai berikut:

< N

b

o Mmoo oo

o

Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik:

Jasa di bidang palayanan sosial;

Jasa i bidang pengiriman surat dengan perangko:;fasa di bidang perbankan,
asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;

Jasa di Didang keagamaan;

Jasa di bidang pendidikan;

Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang teklah dikenakan pajak tontonan;
Jasa di bidang angkutan uwmum di darat dan di air;

Jasa di bidang tenaga kerja;

Jasa di bidang perhotelan,

Jasa yang disediakan oleh pemerintah dslam rangka menjalankan

pemerintahan secara wmum.

2} PPN ddak dipungut, atas kegiatan di kawasan fiempat terdentu di dalam

daerah Pabean , meliputi:

a?

Penyerahan BKPAKP tertenty

b. Impor Barang Kenae pajak tertentu

Pemanfaatan BKP tidek berwujud tertentu dari Luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean
Pemanfastan JKP tertentu dart luar Daerah Pabean dalam daerah pabean
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3} PPN Dibebaskan, terdiri atas:
a. Barang Kena Pajak Dibebaskan, meliputi Buke pelajaran Umum, Kitab
suci dan Buku pelajaran Agama, Barang kebutuhan pokok, BKP Strategis.
b Jasa Kena Pajak Dibebaskan, meliputi: Jasa yang diterima oleh perusahazn
pelayaran Niaga nasional atau perusahaan penangkepun Ikan Nasional,

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional, Jasa

perawatan atau reparasi kereta apl yang dierima oleh PT.Kai, Jasa yang

diserghkan kontraktor untuk pemborongan Rumah Sederhana, Rusnah

Sangat sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pandok Bara, asrama

muehasiswa/Pelajar, serta peromahan lainnya., Jasa persewaan rumab susun

sederhana, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, Jasa yang
diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan photo vdara
vwilayah Negara republik Indonesia, '

Iant kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa Buku-buku pelajaran
uraunt, Kitab suct dan buku-buku peiajaran agama merupakan Barang Kena
Pajak Tertentu yang ates mmpor dan atau penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambaban Nilai (PPN).

Berdasarkan penjelasan pasal 16R UU PPN ayat {1} tujuan dan maksud
diberikannya kemudaban/pembebasan  dalam  bidang perpajakan  pada
hakekatnya uniuk membesikan fasilitas perpajakan yang benar-bepar
diperlukan terutama ontuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang
berprioritas tinggl dalam skala nasional, mandorong perkembangan dunia
usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung periahanan nasional, serta

memperiancar pembangunan nasional,

2.2. Pengertian Buku Pelajaran Umnm
Yang dimaksud dengan buku-buku pelajaran umum menorut PP RI
No. 38 Tahun 2003 adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang dan
kepustaksan yang dipergunakan oleh Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekoiah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolzh Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah
Luar Biasa, Pergurusn Tinggi/Universitas, termmasuk Sekolah Kejuruan,
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Lembaga Pendidiken Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sckolah dan
Pendidikan Keapamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi
vang mendukung kurikolum sekolah,

Sedangkan pengertian dasar atas buku-buku pelajaran  pokok,
penunjang, dan kepustakaan menwrut Kep. Dijen pendidikan Dasar dan
Menengah No, M42/C/H/Kep/T9 sebagal berikut:

1} Buku Pelajaran Pokok adalah buku-buku teks pelajaran yang berisi bahan
pelajaran suatu bidang studi vang digunakan sebagal buku pokek dalam
melaksanakan pembelajaran di sekolah baik bagi siswa maupun guru.

2) Boku Penunjang atan Buku Pelengkap atau Buku Teks Penpayaan adalah
buku-buku vang sifainya membanty atau merupakan tambahan sebagsi
bahan pengayaan bagl buku pelajaran pokek vang dipakei oleh siswa
mzapun gury di sekolah.

3} Bulm Kepustakaan adalah buku-buke yang dapat dikategoriksn ke dalam
buku bacaan baik yang menunjang kurikulum (Standar Isi dan standar
Kompetensi Lufusan) maupun bersifat urmum, buku sumber yang dapat
memberikan kejelasan tambahan mengenai suatu bidang ilmu maupun

keterampilan, dan bacaan lainnya yang penerbifannya bersifat periodik.

2.3 Kategori Buku yang Tidak Termasuk Buku pelajaran Umum
Ada beberapa jenis buku yang tidak termasuk dalam kategort buku
palajaran umum menurut Pasal [ Ayat (2} Kepmenkeu 353/KMK.03/2001
vaitu sebagai berikut:
1) buku hiburan,
2y buku roman populer,
3} buku sulap,
4} buku iklan,
5) buku promosi suatu usaha,
6} buku katalog di luar keperluan pendidikan,
7) buku karikatur,
8} buku horoskop,
9 buku horor,
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10} buku komik, dan
113 buku reproduksi fukisan.

Buku-Buku yang tidak termasik ke dalam buku pelajaran umum dapat
dikategorikan sehagat buku pelajaran vmum apabila buku-buku tersebut telah
disabkan sebagai buku pelgjaran umum oleh Menteri Pendidikan Nasional
atau pejabat yang ditunjuk (Pasal | Ayat (3) Kepmenkeu 353/KMK.03/2001),

2.4 Pengendalian Internalilnternal Control

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of Tredway Commision
(COSOs, Internal Conirel atau pengendslian Internal adalah Sistem, stuktur, atau
proses yang dilmplementasikan oleh dewan direksi, manaiemen, dan personil-
personil lalnnya vang dimaksudkan wntuk menyediskan kevskinan memadai
tentang pencapaian tujuan-tujusn pengendalian di dalam Kkategori-kategorii
scbhagai berikut: efektivitas dan eftsiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan,
sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku

Untuk menghasitkan laporan keuangan yang handal, kegiatan operasi yang
efektif dan efisien, serta sesuvai dengan peraturan perundangan yang berlake
diperlukan Stouktur Pengendalien Intemnal yang baik, Komponen-komponen
Struictur Pengendalian Internal adalah sebagai berikut (Graham, L : 2007
1) Conirol Environmemt {Lingkungan Pengendalian)
2) Risk Asessment {Penilaian Resiko)
3} Controf Acrivities {Aktivitas Pengendalian)
4} Information and Communication (Informasi dan Komunikasi}
5) Monitoring
Jika digembarkan maka Stroktur Penpendalian Internal dapat dilihat sepertf pada
gambar 1,

Penjelasan dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut.
1) Komponen Lingkungan Pengendaltaw/Controf Environment

Komponen ini merupakan komponen yang paling penting darl semua
komponen Struktur Pengendalian Internal, Contrel Environment yang jelek sering
mengindikasikan kelemahan dari komponen-komponen lainnya, Selain itu

Control Environment juga mencerminkan tingkat kesadaran dari pimpinan
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organisasi tentang Pengendalian Intermal.  Congrol Environment terbagi lagi
menjadi beberapa sub komponen sebagai berikut (Deddy Nordiawan:2007 ¥

a. Filosofi manajemen dan gaya operasi

b. Integritas dan nilai etis.

Komitmen terhadap kompetensi.

& o

Dewan direksi atan komite audit,

e. Struktur organisasi.

i

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.

g. Kebijakan dan prakiek sumber daya manusia.

STRUKTUR PENGENDALIAN INFERNAL

Internal Contral
Stracture

Control Risk Contro Information and

v . sl Maonitarin
Environmenti | Assessment Activities Communication B

Agstivities related to Activities related to
financial reporting information processing

General Application
Condrols Controls

Gambar 1. Struktur Pengendalian Internal
Sumber: Wilkingen et al,, 2000,
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2} Komponen Penilaian Resiko/Risk Assessment
Sernua orpanisasi pasti menghadapi risike bak internal maupun eksternal.

Risk Assessment terdiri dani sub  komponen sebagai  berikut  (Deddy

Nordiawan:2007 ):

a. Sermua organisasi, tanpa memandang ukurap, struktur, atay industm,
menghadap risiko internal dan ekstemal yang signifikan,

b. Komponen penilaian risiko dalam sistem pengendalian internal terdiri dari
identifikasi dan analisa risiko yang relevan yang mungkin menghambat
pencapaian tujman secara keseluruhan dan pencapaian fuiuan unit organisasi
dan pembuatan suatu rencana untuk menentukan bagaimana mengelola ristko
tersebut.

¢. Manajemen tingkat atas harus tkut serta langsung dalam penilaian risiko.

3} Komponen Aktivitas Pengendalian/Controf Activities
Sebush organisasi harus menyusun kebijaken dan prosedur gktivitas

pengendalian untuk memastikan para staf melakvkan apa yang diarabikan oleh

pimpinan, Sub-sub komponennya adalah sebagal berikut (Deddy Nordiawan !

2007 ):

a. Kegiatan vang berkaitan dengan pelaporan kevangan adaizh: Memberitshukan
rancangan dan penggunaan dokumen yang prémumbered dan pencatatan,
pemiszhan tugas, otorisasi fransaksi yang sesual, pengamanan dan pengukuran
keamanan yang cukup, pemeriksaan independen terhadap kinerja, penilaian
Jumlah yang dicatat, review kinezja.

Review Kinerja imi meliputi: membandingkan anggaran dengan nilai aktual,
mengaitkan sekumpulan data yang berbeda ~ operasi atau kevangan satu sama
lain, bersamaan denpan analisa hubungan dan ilindakan penyelidikan dan
perbaikan, mereview kinerja fungsional

b. Aktivitas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi: pengendalian umurn,

pengendalian aplikasi.
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4} Komponen Informasi dan Komunikasi/Tuformation and Comminication
Data harus bisa diolah secara benar oleh sistern informasi organisasi sehingga

menjadi informasi yang handal, akurat, dan tepat waktu, 8elain itu informasi-
informasi yang dihasitkan oleh system harusdapat dikomunikasikan kepada pihak-
pihak yang bechak dan membutuhkan Informasi-informasi tersebut. Sistem
penyampalannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh
pengguna informasi (Deddy Nordiawan:2007 ¥ :

a. Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan sehingga
personil yang bersangkutan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka,

b. Subobjeciives di bawah ini memastikan bahwa metode dan pencatatan sistem
informasi akutansi menghasilkan laporan kevangan yang dapat diandalkan:

¢. Semua transaksi yang dirmasukkan untuk diproses mernpakan transaksi vang
valid dan telah disetujul,

d. Sormuva transakst yang valid dapat diketzhui dan dimasukkan uniuk diproses
tepat waktu dan dalam detail yvang memadai untuk memungkinkan klasifikssi
transaksi yang baik.

e. Data input dari semua transaksi vang dimasukkan merupakan data yang
lengkap dan akurat, dengan transaksi vang dituliskan dalam monetary ferms
yang sesual,

f. Semus transsksi yang dimasukkan diproses untuk memperbaharui semua
catatan yang terpengaruh.

g. Semua ouiput yang diperiukan disiapkan berdasarkan aturan vang seseai unfuk
menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan,

h. Semus transaksi dicatat dalam periode akuntasi yang sesual,

i, Semma mnformast harus dikomunikesikan dengan efektif ke seluruh orpanisast
ke sermua personil vang tepat.

1. Informasi dapat juga dikomunikasikan secara langsung, dengan grafik, dan

secarz elektronik.

5} Kompunen Pengawasan/Monitoring
Pengawasan dalam hal inj adalah berkaitan dengan penilajan efektifitas

strulctur pengendalian internal secara periodik dan ferus menerus untuk melihat
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apakah telah dilaksangkan dengen semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan
keadaan. Informasi untuk penilaian dan perbaikan dapat berasal dari berbagai
sumber meliputi studi atas struktur pengendalian internal, laporan audit internal,

laporan penyimmpangan, dan lain-lain (Deddy Nordiawan:2007 ).
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BAB3

GAMBARAN UMUM PUSAT PERBUKUAN
DEPDIKNAS JAKARTA

3.1, Sejarah Pusat Perbukuan
3.1.1 Latar Belakang Pendirian Pusat Perbukuan

Pembentukan Pusat Perbukuan dilatarbelakangi oleh kebutuhan adanya
sebuak iembaga, di lingkungan Departernen Pendidikan Nasional dan Xebudayaan
{Depdikbud) saat jtu, yang khusus menangani tugas berat dalam pengadaan buku
pelaiaran bagi jenjang pedidikan dasar dan menengah. Pusat Perbukuan dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 4 Tahun 1987, dengan kedudukan, wgas
dan fungsinye diatur lebih lanjut dalam Keputusan Meniert Pendidiken dan
Kebudayaan No. (274/0/1987. Dalam keputusan Mendikbud fadi discbutkan
bahwa Pusat Perbukuan adalah pelaksana tugas di bidang perbukuan yang berada
fangsung di bawah Mendikbud, Namun dalam Kepres No. 4 tabun 1987 tadi,
terdapat paling tidak tiga pusat lain yang terlibat dalam wusan perbukuan, yaitu
Pugat Pembinaan Perpustakaan, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan
Kebudayasn dan Pusat Crafika, Keadagn ini mendorong diterbitkannya Surat
Edaran Mendikbud No. 57/MPK/87 vang pada prinsipnya menegaskan bzhwa
penanganan masalah perbukuan di lingkungan Depdikbud berada dalam satu
tangan, yaitu Pusat Perbukuan, dan selursh kegiatan perbukuan yang dilakukan
satuan  kerja di lvar Pusat Perbukuan dibamapkan berkoordinasi dan
dikonsultasikan dengan Pusat Perbukuan, Tugas koordinasi kegiatan perbukuan
Pusat Perbukuan ini kemudian semakin ditegaskan melalul Kepmendikbud No,
0787/0/1987, dimana tugas koordinasi tersebut dapat berbentuk pengarahan,
pemberian pedoman/petunjuk, konsultasi atau laporan terhadap kegiatan penulisan
naskah, penerjemahan, penilaian, seleksi, produksi, pengadaan dan distribusi
buku.

3.01.2 Restrukturisasi Pusat Perbakuan
Seiak berdirinya Pusat Perbukuan paling tidsk mengalami tiga kali
restrukturisasi, Pertama pada tahun 2000 (Kepmendiknas No., 810/40/2000) Pusat
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Perbukuan mengalami pelebwran stuktur organisasi, dari semula terdapat empat
bidang teknis diperkecil menjadi dua bidang teknis. Dua bidang Pengembangan
Naskah (ilmu sosial dan cksakia) digabung menjadi Bidang Pengembangan
naskah, sedangkan Bidang Pengadaan dan Bidang Distribusi digabung menjadi
satu. Selain itu di Pusat Perbukuan telah dibentuk kelompok tenaga fungsional.

Restrukturisasi kedua terjadi tidak lama kemudian yaitu pada tahun 2001
dan cukup signifikan (Kepmendiknas No. 175/0/200]. Bidang Pengembangan
Naskah diberi beban tambahan yaitu pengendalian mutu dan berubsh menjadi
Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku, Sedangkan Bidang
Pengadaan dihapus, diganti dengan bidang Teknologi dan Informasi Perbukuan,
Pusat Perbukuan mendapat fungsi baru yang cukup penting adalah
mengembangkan teknologt perbukuan, Selain itu dibentuk kelompok jabatan baru
setingkat eselon IV, yaitu Kasubbidang,

Restrukturisasi terakhir dilakukan pada tahun 2005 (Peraturan Mendiknas
No. 23 Tabun 2003), dimana fungsi pengembangan teknologl dihilangkan dan
hanya mengelola informasi perbukuan, Berdasarkan Permendiknas tersebut, Pusat
Perbukuan adalah unsur pelaksana tugas bidang perbukuan di Departemen
Pendidikan Nasional, Pusat ini dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris
Jenderal Pendicikan Nasional.

3.1.3 Pusat Perbukuan dan Lembuaga Lain

Selama 20 tahun berkiprah Pusat Perbukuan, paling tidak terdapat tiga
lembaga vang dibentuk oleh pemerintaly dalam kaitan pengembangan perbukuan
nasional. Ketiga lembaga ini sangat berpengarch secara signifikan terhadap
eksistensi dan kinerja Pusat Perbukuan, Pertama adalah Badan Pertimbangan
Pengembagan Perbuknan Nasional (BPPEBN), yang dibentuk pada tahun 1978
melalul Keppres No, 5 Tahun 1978, BPFBN merupakan lembags non struktural di
lingkongan Depdikbud saat itu yag bertugas menelagh, menilai masalah
perbukuvan nasional dan memberikan saran, pertimbanagan dan rekomendasi
kebijakan perbukuan, Beberapa RUU telah dihasilkan cleh BPPBN, yaitu RUU
Perbukuvan, RUU Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan RUU Perpustakaan. Dua

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE Ul, 2008
Universitas Indonesia



30

RUU terakhir telah disahkan, masing-masing UL} No. 4 Tahun 1990 tentang Serah
Terima Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan yang baru saja disahkan pada
bulan Oktober 2007 yaitu UU No. 43 tentang Perpustakaan. Semula BPPBN
bersckretarial di Pusat Pembinaan Perpustakaan, kemudian pada tahun 1992
dialibkar: ke Pusat Perbukuan. Dua dasawarsa BPPBN felah banyak memberikan
peran dalam perkembangan perbukvan nasional. Saat ini peran BPPBN tersebut
dilanjutkan oleh Pusat Perbukuvan, Departemen Pendidikan Nasional, Banyak
rekomendasi BPPBN yang belum teralisasikan dan menjadi tugas Pusat
Perbukuan ke depan.

Lembaga kedua adalah Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka,
yang didirikan dengan PP No. 48 tahun 1985. Perum Balal Pustaka sangat
berperan dalam pengadaan buku, terutama buku teks pelajaran, dan distribusinya.
Terkait dengan penerbitan buku pelajaran, pada awalnya hak penerbitan diberikan
hanya kepada Perum Balai Pustaka melalui Kepmendikbud No. 0689/M/1550
tenfang hak penerbitan buku pelajaran dan buku bacaan hasil proyek di
lingkungan Depdikbud. Selanjutnya melalui Kepmendikbud No. (44/0/1994,
diberikan izin pelaksanaan kerjasama dengan swasta berkenaan dengan eetak
wlang buku pelajaran yang diterbitkan oleh Perum Balai Pustaka,

Petunjuk pelaksanaannya lebih jauh digtor dalam Kep. Seien Mendikbud
No. 18617/A/R/1994. Selanjuinya peran swasta nasiopal semakin dilibatkan
dengan pembertan jzin penerbitan buku teks utama mala pelalaran terentu yang
tidak diterbitkan oleh pemerintzh. Dalam hal ini Pusat Perbukuan ditugaskan
membentuk tim penilain dan seleksi buku feks utama dengan kewenangan
menctapkan diberikan kepada Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada tahun 1995, melalui Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1994, dalam
rangka meningkatkan efisicnsi dan efekiifitas serta agar dapat lebih berperan serta
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Perum Balai Pustaka dialihkan bentuknya
menjadi perusahaan Perseroan (PT. Balai Pustaka} yang dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan. Dengan demikian PT Balai Pustaka tidak
lagi memliki hak esklusif dalam penerbitan naskah dan/atau buku teks pelajaran,
Sedangkan keteclibatan pihak swasta dalam penerbitan buku-buku yang buken
buku pelajaran, hasil proyek di lingkungan Depdikbud, diatur dalam
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Kepmendikbud No, 0208/P/1999,, dimana penyerahan hak dilakukan oleh Pusat
Perbukuan. Untek ity Pusat Perbukuan membuat kelompok Kerja Tingkat Pusat
yang menclaah, menyeleksi dan mengusulkan naskah yang laysk diterbitkan
{Kepkapusbuk 9126/11.1/U/1999),

Lembaga ketiga adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang
dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan. BSNP merupakan lembaga mandiri, profesional dan
bertugas mengembangkan, memantan dan melaporkan standarisasi pendidikan
termasuk dalam hal ini mute buku teks pelajaran, Merujuk pada Peraturan
Mendiknas No. 23 tabun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di
Iimgkungan Departemen Pendidikan Nasional, salah satu funpsi Pusat Perbukaun
adalah pengendalian muto buke pendidikan, Namun sejak disahkannys Ul No.
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah No 12 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kebijakan
penilaian buku teks pelajaran yattu menyangkut kelayakan isi, bahasa, penyajian,
dan kegrafikaan dilaksankan oleh BSNP maka tugas Pusat Perbukvan dalam
pengendalian mutu bukw pendidikan, dalam bal ini buku teks pelajaran, adalah
scbagai pengawas pelaksanaan kebijakan tersebut,

3.2. Profil Pusat Perbukoan

Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional merpakan salah satu
pusat di ingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam menjalankan Tugas
Pokoknya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2005, tanggal 15 Nopember 2005 tentang Orpanisasi
dan Tata Kega Pusat-Pusat D1 Lingkungan Sekretariat Jenderal Depdiknas dan
Permendiknas Nomor 27 tahun 2006 testang Rincian Tugas Pokok Pusat
Perbukuan, 19 Juli tanggal 2006 serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 9/MPN.A4/ KP/2006 tanggal 14 Maret 2006, tentang pengangkatan
Kepala Pusat Porbukuan Departemen Pendidikan Nasional,

Secara umum Togas Pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional adalah melaksanakan
pengembangan, pengendalian muly, pengelolaan informasi perbukuan, koordinasi
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serta fasilitasi perbukuan berdasarken kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut, Pusat Perbukuan menyelenggarakan
fungsi;
1) Penyiapan bahan peromusan kebijakan perbukuan;
2) Pengembangan naskah, penulisan, dan penerjemahan buku;
3y Pengendalian mutu buku pendidikan,
4) Pengelolaan informasi perbukuan;
5) Koordinasi dan fasilitas perbukuan; dan
&) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat,
Visi:
Menjadikan lernbaga yang terpercaya dalam menjamin bukuy pendidikan vang
berkualitas, harga terjangkau, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Misi:
1} Mengembangkan standar muta buku pendidikan
23 Melaksanakan pengendalian mutu buku pendidikan
3) pelayanan informasi perbukvan nastonal
4y Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perbukuan
5) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang perbukuan

Pusat Perbukuan adalah unsur pelaksana Tugas Pokok tertentu
Departemen di bidang perbukuan, Pusat dipimpin oleh seorang Kepala, vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekertaris
Jenderal. Lingkup layanan dan produk yang dihasilkan darl pelaksanaan
kegiataannya, terutama meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan
perbukuan, pengendalian mutu perbukuan, dan layanan informasi perbukuan.
Beberapa aktivitas yang telah dijaksanakan Pusat Perbukuan, antara lain berupa:
1} Penilaian buku teks pelajaran yang layak ajar (terstandary;
2) Penilaian buku nonteks pelajaran yang layak ajar (terstandar);
3) Pengalihan hak cipta buku teks pelajaran layak ajar (ferstandar);
4} Sayembura penulisan naskah buku pengayaan; |
5) Penelashan buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembelmsan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN},

&3 Peayusunan naskah model buku teks pelajaran;
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7} Pengembangan peta konsep;

8) Penyusunan naskah buku panduan pendidik;

9) Penerjemahan buku berbahass asing;

10) Penyusunan rancangan undang-undang sistem perbukvan nasional;

1) Pengkajian keterbacaan buku teks pelgiaran layak ajar hasil penilaian, dan
pemanfaatan buku hasil sayembara;

12} Seminar pengembangan perbukuan;

13} Penyebarlvasan informasi perbukuan;

14) Peningkatan sumber daya manusia pengelola pefbukvan;

15) Fasilitasi buku teks pelgjaran, buku pengayaan dan referanst (buffer siock).

Kegiatan-kegiatan vang dilakukan oleh Pusat Perbukuan merupakan

bentuk layanan kepada lembaga-lembaga unit kesja di lingkungan Departemen

Pendidikan Nasional, lembaga/dinas pendidikan proviesi dan kabupaten/kota,

sekolah dan pergurnan tinggi negerifswasta, serta stakeholder perbukuan (pemulis,

penerbit, percetakan, toko buku, penerjemah, editor, ilustrator, dan desainer). Hal

int dimaksudkan agar layanan yang diberikan dapat meningkatkan muts

perbukuan,

3.3 Struktur Organisasi Pusat Perbukuar, Depdiknas, Jakarta

Struktur Organisasi Pusat Perbukuan mengsen pada Peraturan Menten
Pendidikan Nasional No. 23 Tabun 2005,

Rerdasarkan Permendiknas No. 23 tahun 2005, pada Pusat Perbukuan
tetjadi perubahan fungsi dari perurnusan kebijakan teknis di bidang perbukuan
(Kepmendiknas No. 010/0/2000) diganti menjadi hanya penyiapan bahan
perumusan kebijkan perbukuan, Fungsi perumusan kebijakan diserabkan kepada
BSNP berdasackan Peratiran Pemerintah No, 19 fahun 2005. Demikian pula
fungsi pelaksanaan seleksi buku teks pelajaran, berdasarkan Permendiknaes Nomor
11 tahun 2003, diserahkan ke BENP.

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE Ul, 2008
Universitas indonesia



34

Kepals Pusat Perbukuan
Bagian Tatn Usaha
Wakil Manajeman
MuhPenjaminan Muty
i i
Sub Baglan Sub Bagian . s
Ruomah Faialaksana & ;i:;’;g:
Tengga Kepegawaian
Bidang Pengembangan Naskah dan Bidang informasi
Pengendnlizn Moty Bukae Perboknan
i i i i
Seb Bidasng Sub Bidang &b Bidang Suh Bidang
Pengembangan | | Pengendslian Moty aia Perbukuan ‘elayanan Informa:
Naskah Bukuy

>ivisi Pereacanaan da
Binaz Program

Kelompok Jabatan
Fungsional

Divisi Teknologi
Parbuluan

Gambar 2, Struktur Organisasi Fusat Perbukuan
Sumber: Permendiknas N, 24 Tehun 2085

3.4 Tugas dan Fungsi Pusat Perbukuan

Pusat Perbukusn bertekad mencrapkan Sistem Manajemen Mutu ISO

pelanggan, peraturan yang berlaku, dan sistem manajeman mutu.

9001:2000 agar menjadi Jembaga perbukuan yang unggnl, mampu mewujudkan
visi dan misi dalam pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informast
serta pelayanan yang prima dengan mengoptimalkan sumber daya di lingkungan
Pusat Perbukuan. Untok itu, sefuruh karyawan Pusat Perbukuan akan selalu
melakukan perbaikan dan penyempurnaan yang berkelanjutan sesuai persyaratan

Dalam kegiatan sehari-hari, Pusat Perbukvan menerapkan Core Value
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Dengan menetapkan dan mensahkan kebijakan mutu, Kepala Pusat Perbukuan

merastikan bahwa kebijakan muta:

1
)

3)
4)
)

telah sesvai dengan tjuan Pusat Perbukuan;

mencakup ikrar perlibatan untuk memenuhi persyaratan pelangean dan terus
menerus memperbaiki keefekifan sistem manajemen mutunya;

menyediakan kerangka keria untuk menatapkan dan meninjau sasaran muty;
dikomunikasikan dan dipghami oleh semua karyvawan di Pusat Perbukuan dan;
ditinfau terus menerus agar telap sesuai.

Sasaran Mutu disusun sebagai tolok ukur pencapaian produk Pusat

Perbukuan. Sasaran Mutu ditetapkan berdasackan kondisi objektif dan upaya

menjamin buku pendidikan yang berkualitas, harpa tegjanpka, dan tersebar di
seluroh wilayah Indonesia. Pencapaian Sasaran Mut Pusat perbukuan dilekukan
mulat tanggal 1 Apiil 2008 sampar dengan tanggal 31 Desember 2008. Berikui

perincian sasaran Mutu Pusat Perbukuan.

a,

Pengembangan Nagkah

1) Tersedtanya naskah model buku pelajaran sebanyak 15 naskah

2} Tersedianya naskah buku panduan pandidik sebanyak 4 naskah

3) Tersedianya naskah buku pengayaan pemenang hasil sayermbara sebanyak
54 paskah

4} Tersedianys buku terjemahan bahasa asing hasil subsidi sebanyak 20 buku

Pengendalian Mutn Buka

1) Tersedianya buku nonieks pelajaran  (pengayasn, kamus, panduan
pendidik} terstandar sebanyak 300 buku

2} Tersedianya bulq tgks pelajaran terstandar sebanyek 21 mata pelajaran

3) Tersedianya buku teks pelajaran layak ajar hasil pembelian hak cipta
sebanyak 160 judul buka.

4y Tersedianya buku hasil pemberian rekomendasi untuk pembebasab
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai {PPN) sebanyak 204 judul bulas.

Lavanan Informasi Perbukuan

Produk Informasi:

1) Penerbitan Bahap Informasi sebanyak 22.000 eksemplar

2y Sosialisasi Penilaian ke 33 provinsi
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33 Sosialisasi pemanfaatan Buku di sekolah di 10 provinsi
4} Pemnpembangan data base perbukuan sebanyak 3 laporan

5y Seminar permngembanagan Perbukuan di 4 provinsi.

3.5 Kebijakan Penclaahan Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatkan
Pembiebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Dalars kaitannya dengan pengendalian mutu buku, Pusat Perbukuan dalam
hal ini di Sub Bidang Pengendalian Muty Buku mengadakan salah satu program
kegiatan pemberian rekomendasi  sebagai buku pelajaran  umum  untuk
mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN} dari
institusi pendidikan ataupun dari badan-badan lain (PT, CV) sejak tahun 2003,

Menurut PP No. 146 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 angka 4, Barapg Kena
Pajak Terientu yang Dibebaskan dari Pengensan Pajok Pertambahan Nilai dan
Kepmenken RI Neo. 3S3/KMEK.03/200] pasal 4 tentanpg batasan buku-buku
pelajaran vmum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan
atau penyerahannya dibebaskan dari pengensan Pajuk Pertambahan Nilai
menyatakan  tentang kebijakan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berlaku
untuk impor dan atau penyerahan buku pelajaran wmum, kitab sugi, dan buku
pelajaran sgama, Selain itu, kebijakan pembebasan Pajak Perfambahan Nilai juga
berlaku untuk buku-buku yang tdsk termasuk pengertian buku pelaiaran umum
setelah mendapat pengesahan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat yang
ditunjuk (Kepmenkeu RINo. 353/KMK.03/2001 pasal 1 ayat 3}

Rekomendasi dipertukan untuk membebaskan Pajak Perfambahan Nilai atas
impor untuk buku pelajaran umwm, kitab suci dan buku pelajaran agama (SE
Dirjen Bea Cukai No. 3-603/BC/2005) dan untuk penyerahan buku pelaiaran
umum (Rapat Pusat Perbukuvan dengan Staf Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
serta staf Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 2 November 2006).

Untuk memperoleh pembebasan Pajak Pertambahar Nilal  terschut
diperiukan rekomendasi untuk buku-buku yang berkategori buku pelajaran umum
dan pengesahan untuk buku-buku yang sebelumnya berkategori bukan buku
pelajaran umum. Rekomendasi dan pengesshan diberikan dari Menteri Pendidikan
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Nasional atau pejabat yang ditunjuk, dalam hal ini Kepala Pusat Perbukuan.
Landasan hukum sebapai dasar kerja pemberian rekomendasi dan pengesahan
buku pelsjaran wmum wrtek mendapatkan pembebasan PPN dapat dilihat dalam
Peta Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan Buku pelajaran Umum untuk
Mendapatkan Pembebasan PPN. Peta Pemberian Rekomendast dan Pengesshan
Buko pelajaran Umum ontuk Mendapatkan Pembebasan PPN terlampir.

Pusat Perbukuan akan menerbitkan rekomendasi dan pengesahan sebagai
buku pelsjaran umum berdasarkan penelashan terhadap buku-buku yang
dimchonkan untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambzhan
Nilai, baik buke yang berasal davi impor maupun berasal dari penyerahan dalam
negeri.  Sebagal panduan apar proses pemberian rekomendasi sebagai buku
pelajaran umum tepat sasaran, maka kerja dari Tim Peneloah bukn didasarkan
pada sebuah pedoman tentang pemberian rekomendasi gebagai buku pelajaran

umurn untuk mendapatikan pembebasan pengenaan Pajak Pertarbahan Nilai.

3.5.1 Sasarap

Mengingat buku-buku pelajaran woum merupakan sarana yang sangat
penting dalam proses pendidikan dan pada sisi yang lain keadaan kevangan negara
juga perlu diperhatikan, penerapan kebijjakan mengenali pengesshan buku
pelajaran umum yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) perlua dilakukan secara hati-hati dan
selektif. Kehati-hatian dan selektivitas tersebut diperlukan demi tercapainya
peningkatan muty pendidikan dan terpeliharanya keadaan pemasukaan keuangan
negara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sasaran yang akan dicapai melalui
kegiatan pengesahan buku pelajaran smum ini adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya buku-buku berkategori palajaran umum yang dapat membantu
dan menunjang terlaksananya kegiatan pembelajaran di sckolah dalam rangka
meningkatkan muta pendidikan.

b. Tersedianya buku-buku berkategori buku pelajaran umum yang atas impor dan
stau penyerahannya layak diberikan pembebasan pengenaan  Pajek
pertambahan Nilai (PPN).
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Mengupayakan terwujudnya harga bukun berkategori palajaran umum vang
dapat ferjangkau oléh masyaraekat dengan tidak megabaikan mutu buku dari
berbagal agpeknya.

Menggairahkan minet baca masyarakat dalam rangka menggalakkan kualitas
penerbitan dan percetakan buku-buku impor berkategori pelajaran umum.

352 Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai Buku

Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambaban
Nilai (PPN).

Prosedur Pemberian Rekomendasi dan Pengesshan schagal Buku

Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Perfambahan Nilal (PPN)
adalah sebagai bertkut;

1)

2

3

4

Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran

umum, Swrat permohonan ditojukan kepada Kepala Pusat Perbukuan

Departemen Pendidikan Nasiona! dengan tembusan kepada Menten

Pendidikan Nasional,

Sckretariat  Pelaksana Pusat Perbukuan  akan  melakukan  administrasi

penerimaan surat permohonan sesuai dengan ketentuan tata administrasi vang

berlaku di Pusat Perbukuan yakai sebagai berikut.

(1) Pemeriksasn kesesuaian surat permohonan dengan  syarat-gyarat
administratif schageimana tercantum dalam sub bab A. Surat permohonan
vang tidak lengkap, akan dikembalikan untok dilengkapi oleh pemohon.

(2) Proses penelazhan terhadap buku-buku yang diajukan dilakukan ofch Tim
Penelash setelzh syarzi-syarat administrast dipenuhi dan hasilnys
ditsangkan dalam Berita Acara,

Berdasarkan berita acara penclaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan

menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umum.,

Berdasarkan  surat rekomendasi  sebagai buku pelajaran umum untuk

mendapatkan pembebasan PPN, Pemohon mengurus penyelesajan barang

impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat
pemasukan barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalam negen
penyelesaiannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak setempat,
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5y Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalsm kategori buku pelajaran umum
namun telah disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagat buku pelajaran vmurm,
berdasarkan sural pengesahan tersebut Pemohon selanjutnya mengajukan
permohonan  untnk mendapatkan Surat Keputusan Bebas (S8KB) Pajak
Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak
setempat.

6} Berdasarkan SKB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Pemohon
dapat menyelesaikan proses impormya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukal untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak selempat
untuk buku penyerahan dalam negeri.

7y Bagi bhuke-buku yang sudah pernah mendapatkan rekomendasi, apabila
diagjukan permochonan rekomendasi lagi, dapat dikeluarkan surat rekomendasi
baru dari Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidiken Nasional tanpa
perfu  dilakukan pengkajlan ulang dengan mengacu pada berita acarz
peneiaahan buku yang sudah ada.

Jika digambarkan maka Prosedur Pemberian Rekomendasi dan

Pengesahan sebagai Buku Pelajaran Urmum untuk Pembebasan Pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat seperti pada gambar 3.

3.5.3 Persyaratan Administrasi Permohonan
Pemohon rekomendasi adalah:
1) Orang atau badan hakum yang melakukan impor buky; atau
2} Orang atau badan hukum yang menerima penyerahan buku dalam pegeri.
Persyaratan adminisirasi untuk mendapatkan rekomendasi adalah sebagal herikut.
1y Pemohon yang melakukan impor buku wajib memennhi persyaratan-
persyaratan administrasi sebagai berikut:

* Mengajukan surat permohonan yang dilampiri data atan informasi buku
meliputi - jumlah dan judal buku, nama penulis, nama penerbit, tahun
penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buim teraebut
diserahkan dalam bentuk compact disc {CD¥an hard copy-nya kepada
Pusat Perbukuan
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Proses Administrasi
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di Pusat Perbukuan
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Prosss Penelaahan
oteh Tim Penelaah

:

Surai Rekosmendasi
Kepala Pusat Perbakuan

3uku Pelajuran Umum

40

3ukan Buku Pelajaran
Jevurn yang disahkan
cbagai Buku Pelajaran

Jmam

Lantor Pengawasan dan Lantor Pelayanan Pajak Aengajukan Permohonan
*elayanan Bea dan Cukai itk penyelesaian buky surat Keputusan Bebas
wtuk penyelesaian buku enyershan dalam negeri SKi8) PPN di Direkforas
mpor enderal Pajak/KPP
b & J
SKB PPN

Gambar 3. Prosedur Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum

untuk Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Sumber: Pedoman Pemberian Rekomendast sebagal Buku Pslgjaran Umum ontuk Pembebasan

Pengenaan Pajak Pertambabian Nilai
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Melengkapi surat permohonan dengan metampirkan dokumen pendukung

sebagai berikut;

{1} Surat keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang
dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah
negara kesatuan Republik Indonesia,

{2} Surat izin dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia apabila buku-buku yang diimpor adalah bukp-buke yang
berbahasa Indonesia.

{3) Salinan {foto copy) identitas pemohon (seperti KTP , SIUP).

(4} Contoh buku unfuk masing-masing juwdul buku yang diajukan
sebanyak | {satu) eksemplar setiap judul buku. Apabila contoh buku
tidak dapat disampaiken maka sebagal gantinya pemohon waiib
menyampaitkan abstraksi / resume isi buku, Buku-buku contoh yang
telah diserahkan kepada Pusat Perbukuan sebagai lampiran surat
permchonan menjadi arsip Pusat Perbukuan,

{5} Salinan (foto copy) dokumen impor berupa hewveice, Bill of Lading
(B/L) atau Airway BT {(AWR),

{6y Salinan {foto copy) dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang
dapat dipersamakan.

{7) Salinan (foto copy) dokurnen pembayaran, beropa Letier of Credit
(L/C} atau bukti transfer lainnyzs yang berkaitan dengan pembayaran
tmpor.

Dalam hal buku yang diimpor merupakan hibah dari pibak-pihak di luar
negeri maks dokumen pendukung tambahan yang perlu dilampirkan
adalah salinan surat keterangan/pernyataan hibah dari pihak donatur atav
dokumen sejersis yang dapat dipersamakan.

Pemchon yang menerima penyerahan buku dalam negeri, wajib memenchi

persyaratan administrasi sebagai berikut:

» Mengajuken surat permochonan yang dilampinn data atay informast
buku, meliputi jumlah dan judul buku, nama penulis, rama penerbit,
tahun penerbitan, sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buku
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tersebut diserahkan dalam beatuk compact disc (CD) dan hard copy-
nya kepada Pusat Perbukuan

»  Mengajukan surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung
berupa

{1} Salinan (foto copy} identitas pemchon (seperti KTP, SIUP).

{2) Contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar masing-masing judul
buku. Buku-buku conich yang telah diserahkan kepada Pusat
Perbukuan sebagal lampiran surat permohonan menjadi arsip Pusat
Perbulan.

3.5.4 Ruang Lingkup Aspek Penelashan

Pemberian rekomendast sebagai bukn pelajaran umum meliputt 2 (dua)
kategori buku sebagai berikut,

1) Buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan buku pelaigran umum
penyerahan dalam negeri;
2} Buku yang tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran uvmum.

Pusat Perbukuan akan melakukan penelashan aspek administratif dan
teknis terhadap kedua kategori buku tersebut. Penelaahan dilakukan terhadap
buku-buku yang masuk dalam kategori buku pelajaran umun dan buke-buke yang
tidak termasuk dalam kategori buku pelajaran umum.

(1) Penciaahan Buku Pelajaran Umnm yang Berasal dari Impor dan dari

Penyerahan Dalam Negeri untuk DPirekomendasikan

Pereriksaan terhadap buku pelajaran yang berasal dan impor meliputi aspek

administratif dan teknig.

a. Pemeriksaan aspek administeatif meliputi:

{1} Kelengkapan isi surat permohonan;

{2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung,

b, Pemeriksaan aspek teknis schagaimana tercantum dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik indonesia Nomor : 353/KMK.03/2001
meliputiz
{1) Kesesuaian buku yang diajukan dengan jenis-jenis buku. yang

tergolong buku pelajaran umum;
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(2) Kesesuatan isi buku dengsn jenjang sekolah taman kanak-kanak,
sekolah dasar, SLTP, SLTA, SLB, Perguruan Tinggi/Universitag,
SMK, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar
Sekolah;

{3y Mendukung kurikulum sekolah sebagaimana tersebut pada butir b.

Apabila semua aspek administratif dan teknis di atas telah dipenuhd oleh buku
vang ditelaah maka buku tersebut dapat dirckomendasiken sebagai buku

pelajaran ymunmnm.

(2) Penelaahan Buka vang Tidak Termasuk dalam Kategori Buku Pelajaran

Umum untuk Disahkan sebagai Buke Pelajaran Umam

Untuk pengesahan buku-buku tersebut diperlukan pengleahan yang
lebih mendalam daripada buku-buku yang sudah termasuk dalam kriteria
sebagai bukusbuku pelgjaran wrium, Penelashan meliputi berbagal aspek
antara lain materi, penyajian, dan bahasa/gambar.

Sebelom dilakukan penelashan, pemeciksaan adminigiratif tetap dilakukan

sebagai standar pemeriksaan baku yang meliputi:

{1} Kelengkapan isi surat permehonan;

(2) Kelengkapan lampiran dokumen pendukung;

Penelzahan aspek feknis dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan

akademik bertkut (Kepmenkeu RINQ, 353/KMK.03/2001}.

1. Kesesuaian buku yang diajukan dengan jenis-jenis buku yang tergolong
buku pelajaran umom;

2. Kesesumisn isi buku dengan jenjang Sekolah Taman Kanak-Kanzk,
Sekolah Dasar, SLTP, SLTA, SLB, Pergurvan Tinggi/Universitas, SMK,
Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Loar Sekolah;

3. Mendukung kurikulum sekolah sebagaimana tersebut pada butir b;

4, Kelayakan buku dari aspek materi, penyajian, dan bahasa/gambar
melputi |
a. Aspek Materi/Ist

(1) Bermanfaat bagi pendidikan;
{2} Scjalan dengan nifai-nilai moral dan kultural;
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(3) Memiliki kebenaran konsep keilmuan;
{4) Memotivasi belajar, berpikir, dan kreativitas,;
{5} Mendukung kesatuan bangsa;
(6) Membentuk kepribadian positif.
b. Aspek Penyajian
{1) Sistematis dan logis;
(13 Menarik, edukatif, dan imajinatif,
(2} Mudah dipahami;
{3} Mendorong minat baca
(4) Objektif dan kontekstual.
¢. Aspek Bahasa/Gambar
{1} Rahasa/pambar komunikaiif;
(1) Bahasa/gambar memperjelas materifisi.
Apabila semua aspek administratif dan sermua aspek materifisi ditambah
mimimal 3 (tiga} aspek perryajian, 1 (satu) aspek bahasa/gambar telah
dipenuhi oleh buku yeng ditelaah, maka buku tersebut dapat disahkan

dan direkomendasikan sebagai buku pelajaran vmum,

3.5.5 Keanggotaan dan Masa Tugas Tim Penelaah

Tim Penelaah adalah tim yang bertugas menelaah buku-buku yang
diajukan olch pemohon rekomendasi . Tim ind disogkat dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,

Tim Penelaah ferdini alas unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen
Pendidikan WNasional; Biro Hukam dan Organisasi, Sekretariat  Jenderal
Departemien Pendidikan Nasional, Direkiorat lenderal Pajak Departemen
Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan; dan ahli
bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam, Hmu Pengeilshusn Sosial, Matematika,
Bahasa, serta Teknologi Informast.

Tim Penelagh Buku Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambaban Nilai
bertugas selama 1 {satuy} lahun sesual tahun anggaran. Tim diangkat dan
ditetapkan olel Kepala Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional
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3.4.6 Tugas dan Fungsi Tim Penclaah
Dalam proses penelaahan buko-buku yang akan dibebaskan pajak
pertambahan nilainya, Tinm Penglaah bertugas melakukan hal-hal sebagai berikut.

{1) Memeriksa keclengkapan persyaratan administrasi buku yang diajukan oleh
pernohon rekomendasi.

(2) Menelaah buku yang diajukan oleh pemohon rekomendasi berdasarkan aspek
teknis yang telah ditetapkan dalam pedoman pemberian rekomendasi sebagai
buku pelajaran umum.

(3) Mengusulkan buku-buku yang dapat direkomendasikan sebagai buku
pelajaran umum.

{4) Menandatangeni Berita Acara Penclaahan Buku dan melaporkan keglatan
penelaghan buku kepada Kepalta Pusat Perbukuan.

3,57 Hasil Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Peagesahan
sebagai Buke Pelajaran Umiam untuk Pembebasan Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN},

Pelaksanaan Proses Pemberian Rekomendasi dan Pengesahan sebagai

Bukn Pelajaran Umum untuk Pembebasan Pengenaan Pgjak Pertambahan Nilat

{PPN) oleh Pusat Perbukuan sudah dilaksanzkan sejak tahun 2003, Hasil-hasilnya

dapat dilihat dalam Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran

Umum untuk Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Jum 2008.

Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagat Buku Pelajaran Umum untuk

Mendapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 20603 5.d Juni 2008 terlampir.
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BAB 4
ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Progedur Pemberian Rekomendasi
411 Anpalisis pada saat Pemohon Mengajukan Surat Permohonan

Rekomendasi,

Seperti telah dijelaskan sebelomnya, pemohon rekomendasi adalah orang
atay badan hukum vang melakukan impor buku atau orang atau badan hukum
yang menerima penyerahan buku dalam negeri. Pada awalnva pemohon
mengaiukan surat permohonan rekomendasi sebagai buku pelajaran umnum dengan
melengkapl persyaratan admiristrasi baik untuk pemohon sebagai impor buku
ataupun pemohon yang menerima penyerahan dalam negerd. Surat permohonan
ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuvan Departemen Pendidikan Nasional
dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Nasional,

Pemohon rckomendasi pada wmumnya mengetahul surat permohonan
ditujukan kepada Kepala Pusat Perbukuan setelah menerima surat pemberitahuan
dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukal. Pada tahap ini pemohon
membawa surat permohionan vang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian
Mutu Buku namun ada juga yang melalui bagian pencatatan surat masuk Pusat
Perbukuan yaity ¢i Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usahs Pusat
Perbukyan,

Pada tahap inl pada umumnyz Udak terjadi kendala karena sifat dar
pengajuan surat permohonan rekomendasi adalah terbuka untuk vmum dan tidak
dikenakan biaya karena kegiatan pemberian rekomendasi ini merupakan suatu
bentuk darl pelayanan Pusat Perbukuan terhadap publik dalam hal ini orang atau
badan hukum vang melakokan impor buku maupun orang atan badan hokum
yang menerima penyerahan buku dalam negerl.
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4.1.2 Analisis Proses Administrasi Surat Masuk sesuai Tata Administrasé

yang Berlaku M Pusat Perbukuan.

Surat permohonan ada yang langsung dibawa ke Subbid Pengendalian
Mutu Buku namun ada jugs yang diserashkan ke bagian pencatatan surat masuk
Pusat Perbukuan yaite di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat
Perbukuan. Pada dasaraya kondist ini tidak menjadikan dualisme alur surat yang
masuk ke Pusat Perbukuan, karena pada prinsipnva semua surat masuk akan
diberikan disposist terlebib dabulu Sub Bidang Rumah Tangga, vang kemudian
akan dilakukan pemeriksean berkas di Sub Bidang Pengendalizn Mutu Buku
Pusat Perbukuan,

Surat permohonan yang dibawa langsung ke Subbid Pengendalian Mutu
Buku kemudian oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan akan dibawa ke Sub
Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Ussha untuk mendapatkan pencatatan surat
masuk. Sedangkan surat permohonan yang sarapai di Sub Bidang Rumah Tangga
Bidang Tata Usaha akan diberikan nomor surat masuk. Surat permohonan yang
sudah mendapatikan nomor surat masuk akan dibawa ke Tim Penclaah Buku Pusat
perbukuan di Subbid Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan penelaahan
administrasi,

Pada tahap im biasanya tidak tegadi kendala karena semusz surat
permohonan yang roasuk di Pusat Perbukuan akan Jditerima dan diberikan nomor
surat masuk tanpa kecoali,

4.1.3. Analisis Proscs Penelashan olch Tim Penclaah
4.1.3.1 Analisis Penclaaban Bul Pelsjaran Umum yang Berasal dari Imper
dan dari Penyeraban Dalam Negerd.

Penelazhen atsu pemeriksgan terhadap buku pelajaran yang berasal dari
impor dan dari penyerahan dalam negeri meliputi aspek administrasi dan tekais.
4,1.3.1.1 Analisis Pemeriksnan Administrasi

Pemeriksaan  aspek  administrasi  meliputi  kelengkapan  ist  surat
permohonan  dan  kelengkapan  dokumen pendukung, Pemeriksaan aspek
administrasi ini dilakukan oleh Tim Peneclaah Buku Puosat Perbukuan dengan
menggurakan format pemeriksaan persyaratan kelengkapan administrasi dalam
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rangka pemberian rekomendasi dan pengesshan sebagai buku pelajaran umum
untuk pembebasan pengenaan PPN ketegori buku impor untuk pemohon yang
melakukan impor buku. Sedangkan untuk pemohon rekomendasi yang menerima
penyerahan buku dalam negeri akan dilakukan pemeriksaan aspek administrasi
oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan dengan menggunakan format
pemberian rekomendasi dan pengesahan sebagal buku pelajaran umum untuk
pembebasan pengenaan PPN ketegori buku penyerahan dalam negeri. Kedua
bentuk format tersebut dapat dilihat dalam lampiran togas akhir ini.

Pada tahap ini persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon
yang melakukan ipor buku lebih banyak jika dibandingkan dengan persyaratan
administrasi yang hamws dipenuhi oleh pemohon yang menerims penyerahan
dalam negeri, Perbedaan ini terletak pada penyerahan dokmmen pendukung untuk
pemohon yang melakukan impor buku yzite adanya surat dari Kejaksasn Agung
tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang dimaksud diimpor ke wilayah
negara kesatuan RI, Surat Liin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
apabila buku-buku yang diimpor adalah buke-buku yang berbahasa Indonesia,
contoh buku untuk masing-masing judul buku atau abstraksinya, salinan dokumen
impor, salinan dokumen pembayaran. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu cara
pengendalian internal Pusat Perbulkuan,

Dralam hal buke yang diimpor adalah merupakan hibah dari pihak-pihak di
luar negeri, maka ada dukumen tambahan yang perlu dilampirkan yaitu fotocopy
surat keterangan/peryataan hibah dari pihak donatur atau dekumen sejenis yang
dapat dipersamakan,

Dalam kenyataan di lapangan yang terjadi selama ini, ada beberapa
persyaratan yang seringkali sulit dipenuhi oleh pemohon yang mengimpor buku
atavpun dari pemohon yang menerima penyvershan dalam negerf. Hal ini
disebabkan karena ketidaktahuan pemohon dart awal mengajukan supat
permohonan rekomendasi. Persyaratan yang seringkali sulit dipeouhi ind adalah
berkaitan dengan surat perrnohonan yang tidak dilampiri data atau informasi buku
meliputi: jumlab dan judol buku, nams pepulis, nama penerbit, tahun ponerbitan,
sasaran peruntukan buku. Data atau informasi buku tersebut belum diserahkan
dalam bentuk Compact Disc (CD) dan sard-copynya kepada Pusat Perbukuan,
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Persyaratan lain yang seringkali belum dipenubi oleh pihak importir pada
awal pemohon mengajukan permohonan rekomendast adalah {idak dapat
memberikan contoh buku masing-masing judul buku vang diajukan sebanyak 1
(3atu) eksemplar setiap judul buku hal ini mengingat buku-buku yang akan
diimpor masih berada di pihak Bea Cukai. Dengan demikian vang tedadi selama
ini untuk pemohon yang mengimpor buku  hanya dapat memberikan
abstraksi/fresume isi buku,

Kenyataan di atas tentunyz akan berakibat terhadap semakin lamanya
proses pemberian rekomendasi oleh Pusat Perbukuan dan kerugian dari pihak
pemohon ity sendiri. Hal ini mengingat Tim Penelaah Pusat Perbukuan baru akan
bekeria setelah persyaratan administrasi dipenuhi oleh pemohon sementara buku-
buku yang akan ditmpor sudah berada di pihak Bea Cukai yang tentunya berakibat
terhadap pengeluaran vang untuk sewa gudang.

Akibat iain yang dirasakan oleh pihak Pusat Perbukuan adalah seringkali
Tim Penclaah Pusat Perbukuan harus membanty menyiapkan hard-copynya dari
data atau informasi dari buku yang diajukan jika pemohon menyerahkan dalam
bemtuk Compact Dise {CI8, Hal ini terjadi karena seringkali hard-copy deri data
atau informasi dari buku yang diajukan tidak sesuai dengan format yang diminta
oleh Pusat Perbukuan sebagai lampiran sural rekomendasi. Kondisi im tidak
menjadi masalah jika data tersebut hanya terdiri dari beberapa lembar, namun
akan menjadi masalah jtka terdii dari beratus lembar. Seperti tegjadt pada
pemohon dani Yayasan Tjiptamas Eka Bangsa pada Juni Tahun 2808 inl yang
terdiri dari 11.100 judul.

Surat Keterangan dari Kejaksazn Agung Republik Indonesia tentang dapat
atau tidaknya barang cetaksn yang dimaksud diimpor ke wilayah negara kesatuan
Republik Indonesia juga seringkali belum dapat dipenehi oleh importir pada awal
pemohon mengajukan surat permohonan. Hal ini dikarensken belum semua
importir megetahui bentuk format Surat Keterangen dari Kejakssan Agung
Republik Indonesia ini ataupun karena memang belum seimua mengetabud harus
dilampirkannya surat keterangan ini sebagai saleh satu persyaratan administrsal
di Pugat Perbukuan,
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Memberikan contoh format  Swpat Keterangan dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia dari pemohon rekomendasi sebelumnya merupakan hal yang
dilakukan oleh Pusat Perbukuan untek mengatasi kondisi di atas. Diharapkan
kondis! ini akan memperlancar pemberian rekomendasi kareng proses penclaahan
oleh Pusat Perbukuan akan menunggu kelengkapan administrasi pemohon terlebih
dahulu sebelum diberikan surat rekomendasi kepada pemohon. Dengan demikian
jika surat permohonan tidak lengkap, maka surat permohonan fersebut akan
dikembalikan untuk dilengkapi sleh pemohon,

Pada umumnya untuk permohonan dimana pemohon  menerima
penyerahan buku dalam negeri permasalzhan yang dihadapi di lapangan adalah
dalam ha! melampirkan data atau informasi buku seperti pada permohonan yang
berasal dari imper di atas. Sedangkan untuk melampirkan dokumen pendukung
yaitu salinan identitas pemohon dan contoh buku sebanyak 1 (satu) eksemplar
untuk  masing-masing judul buku tidak mengalami hambatan karena hampir

semua pemohon dapat memenuhi ini.

4.1.3.1.2 Analisis Pemeriksaan Tekuis

Pada tahap ini pemeriksaan akan dilakakan oleh Tim Penelaah Buku Pusat
Perbukuan setelah lolos dari pemeriksaan adminstrasi. Pemeriksaan aspek tekais
mergjuk kepada Kepmenken RI No, 353/KMKL.0372001 yang meliputi babwa
buku-buku yang akan dikategorikan sebagai buku pelajaran umum adalah buku-
buku yang sesuai dengan jenis buku pelajaran umum, kesesuaian isi buke dengan
jenjang sekolah TK sampar dengan Perpuruan Tinggl serta mendukung kurikulum
pada jenjang sekolah terschut.

Pemeriksaan buku menggunakan format pemeriksaan kategori buku vang
akan dirckomendasikan sebagai buku pelajaran unruns. Format pemeriksaan
kategori buku vang akan direkomendasikan sebagai bulas pelajaran umuom
terlampir.

Pada tahap il yang seringkali mengalami kendala adalah tidak tersedianya
contoh buku sebanvak 1 {satu) eksemplar untuk masing-masing judul buku bagi
pemohon yang melakukan impor buku seperii dijelaskan di atas, Sehingga dasar
penelashan buku hanya berdasarkan abstraksi/reshme isi buku yang diberikan oleh
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importir bukan berdasarkan fisik bukunya. Kondisi ini tentunya skan mengurangi
keakuratan dalam proses penelaahan buku,

Kondisi yang lebih buruk dari hal di atas adalah pernah ditemui ada
pemohon yang melakukan impor bulku terpaksa sekali tidak dapat memberikan
abstraksi dari buku yang akan dimintakan rekomendasi. Scehingga dasar
penelaahan hanya didasarkan pada daflar judul buku yang diberikan pihak
importir dan merujuk kepada institusi yang meminta rekomendasi. Institusi dalam
hal ini adalah jika bergerak dalam bidang pendidikan maka kemungkinan besar
akan diberikan rekomendasi. Hal inilah yang oleh Tim Penelaah Bukw Pusat
Perbukuan disebut dengan "Manajemen Resiko™.

Pada akhirnya yang mendasari penelaghan terhadap buku-buku vang
berkategori buku pelajaran smum baik berasal dard impor maupan penyerahan
dalam negeri adalah sccara substansi Tim Penelash Bukw Pusat Perbukuan
dipercaya mempunyal kemampuan untuk menelash isi buke-buku tersebut
sehingga dapat dikategorikan dalam kategori buku pelajaran umum. Kepercayaan
ini mengingat kesnggotaan Tim Penelagh berasal dari berbagai bidag keahlian dan
institusi yang berbeds. Jadi, bisa dikatakan bahwa untuk buku-buku impor dan
penyerahan dalam negeri dianggap bahwa awalnya buku-buku tersebut belum bisa
dipastikan isinya termasuk buku-buku pelajaran umum sebelum dilakukan
penelaahan oleh Tim Penelash Pusat Perbukuan Depdiknas Jakaria.

Hasil penelaahan ditvangkan dalam suatu berita acara, berdasarkan berita
acara penelashan tersebut Kepala Pusat Perbukuan akan menerbitkan surat
rekomendasi sebagai buks pelajaran umum.

Berdasarkan  surat rekomendasi - sebagai buku pelajaran unum untuk
mendapatkan pembebasan PPN, Pemochon mengurus penyelesaian harang
impornya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukal tempat pemasukan
barang. Kemudian, untuk buku penyerahan dalam negeri penyelesaiannya
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajek setempat.

Berdasatkan SKB vang diterbitkan cleh Direktorat Jenderal Pajak,
Pemobon dapat menyelesaikan proses impomya di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dap Cukai untuk buku impor, dan di Kantor Pelayanan Pajak
setempat untuk buka penyerahan dalam negeri.
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Permasalahan di lapangan dalam rangka mengeluarkan rekomendasi stag
importasi buku-buku yang diajukan pembebasan BM dan PDRI, Kepala Pusat
Perbukuan Departemen  Pendidikan Nasional memerfukan  buku-buku
bersangkutan, Hal ini mengingat proses penelashan akan berlangsung lebih
sempuna jika tersedia fisik bukunya. Apsbila memang diperiukan pengambilan
contoh barang, ada prosedur yang harus dilalut oleh importir yaitu sebagai berikut,
{(sesuai dengan balasan surat dari pihak Bea Cukai ke Pusat Perbukuvan Depdiknas
Jakarta),

1} Importir dapat mengajukan pemohonan tertulis tentang pengambilan contoh
barang kepada Kepala kantor Pelayanan Bea dan Cukai up Kopal & Sekst
Pencegahan dan Penyidikan dan pada saat pengambilan barang dibuatkan
Berita acara pengambilan Barang untuk contch,

2) Tmportir jupa harus berkoordinasai dengan pengeicls tempat pemimbunan
untuk peminikaan kontainer, dengan jasa pergeseran/pemindahan kontainer
yang semua bisa meninbulkan cost bagi importir.

3} Altematif lainnya adalah importic mengimpor sebapaian buku saja dalam
rangka menguorus rekomendasi melaloi mekanisme kiniman pos ataus jasa
titipan atau dibawa langsung oleh penempang sebagaimana diatur dalam Pasal
25 ayai (1) hurnf n jo. Kepmenkeu No. 4890/KMK.05/1985 namun dengan
batasan barang bawaan penumpang untuk setiap orang maksimum FOB USD
250,00; barang kiriman pos tidak melebihi FOB USD 50.00, barang memalui
jasa titipan maksimal FOB USD 50.00, melcebihi batas nilal yang ditentukan
fmportir harus melunasi ates Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang
teratang.

Satn proses yang belum dilakukan oleh Pusat Perbukuan Depdiknas
Jakarta adalah mengevalussi atay mengontrol para lmportir scbagai pemohon
rekomendasi baik yang berasal darf suatu institusi pendidikan terlebih dari pihak-
pihak lain yang bergerak dalam bidang bisnis setelah mereke menerima surat
rekomendasi sebagat buku pelajaran umom dan mengeluarkan barang dari pabean,
apaksh buku-buku yang dikeluarkan dari pabean benar-benar sesual dengan daflar
Jjudul yang tertera pada surat rekomendast mengingal yang terjadi selama ini pihak
importir tidak memberikan contoh dari setiap buku yang dikeluarkan dari pabean
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ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta, Hal inl mengingat iika sampai ierjadi
penyimpangan ketidaksesuaian antara daflar judel yang ada di lampiran surat

permohonan dengan kenyataan di lapangan, maka negara jelas akan dirugikan,

4.1.3.2 Analisis Penelaahan Buku yang Tidak Termasuk dalam Kategori

Buku Pelajaran Umum untuk Disahkan sebagai Buku Pelajaran

Umum.

Pada tzhap ini Pusat Perbukuan diberd wewenang penuh oleh Menteri
Pendidikan Nasional guna memberikan pengesahan sebagal buku pelajaran
umum, Dalam proses peneclaaban dalam kategori ind diperiukan penelaghan yang
lebih mendalam daripada terhadap penclashan buku-bukw vang sudah termasuk
dalam kriteria buku pelajaran umum seperti di atas. Pemeriksaan meliputi aspek
administrasi dan pemeriksaan teknis.

4,1.3.2.1 Analisis Pemeriksaan Administrasi

Pemeriksaan aspek administrasi tidak berbeda seperti pemeriksann aspek
administrasi untuk kategori penclaahan buku pelejaran umum yang berasal dari
impor dan dari penyerahan dalam negeri seperti dijelaskan «i atas, Pada tahap ini
kendala yang dihadapt adalah sama seperti pada sast pemeriksaan administrasi
untuk kategori penelazhan buku pelajaran umum yang berasal dari impor dan dari

penyerahan dalam negeri.

4.1.3.2.1 Analisis Permerilisaan Teknis

Seperti disebutkan di atas  proses penelaghan  dalam  kategord  ini
diperlukan penelaghan yang lebik mendalam daripada terhadap penelaahan buku-
buku yang sudah termasuk dalam kriteria buku pelajaran umum. Hal ini terjadi
pada pemeiksaan aspek teknis,

Kedalaman penelazhan terletak pada harus dipenuhinya ketiga syarat dari
pemeriksaan aspek teknis seperti terjadi untuk penslaahan buke-buku berkategori
buku pelajaran vmum. Masih ditambah lagi dengen penclaahan terhadap
kelayakan buku darl aspek materi, penyajian dan bahasa/gambar. Buku-buku dari
pemohon dapat dikategorikan sebagai buku pelajaran umum jika memenuhi
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semua aspek administragi dan semua aspek materi/isi ditambab minimal 3 (tiga)
aspek penyajian, 1 (satu) aspek bahasa/gambar. Tim Penelaah Pusat Perbukuan
melakukan penelashan buku berkategori ini menggunakan format instrumen
penelaahan buks yang dikecualikan sebagai buku pelajaran umum untuk
dikategorikan sebagai buku pelajaran umum. Format penelaahan terlampir,

Penelazhan dalam kategori ini Pusat Perbukuan hanya menerapkan pada
penelaghan buku-bukyu yang semula tidak berkategon buku palajaran umum
terhadap 3 (tiga) jenis buku yang semula belum berkategori sebagal buku
pelajaran umum yaity buku-buku yang termnasuk ke dalam buku roman popular
dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik vang materinya mengandung unsur-unsur
pendidikan, dan buku reproduksi lukisan, yang materinya mengetengahikan atan
mengindikasikan adanya contch-contoh aliran dalam seni lukis. Jadi penelaahan
hanya dilakukan untuk 3 (tiga) jenis buku dari 11 {sebelas) jenis buku yang ada
dalam batasan buku yang tidak termasuk dalam buku pelaiaran umum.

Hal ini dilakukan olch Pusat Perbukuean mengingat lngkup kerja dari
Pusat Perbukuan adalah pelayanan publik dalam bidang pendidikan. Di sisi lain
hal ini dilakukan untuk penghematan anggaran negara yang diperlukan untuk
proses penelaahan, Pada kenyataan vang terjadi selama ini di lapangan adalah
pemohon jarang atau hampir dapat dikatakan (idak ade dari kategori ini yang
mengajukan permohonan ke Pusat Perbukuan.

Untuk buku-buku yang tidak termasuk dalamn kategori buku pelajaran
wmum naunun telah disahkan oleh Pusat Perbukuan sebagai buku pelaisran uwoom,
berdasarkan surat pengesahan fersebut Pemohon selanjutnya mengajukan
permohonan  npniuk  mendapatkan  Surat Keputusan Bebas (8KB} Pajak
Pertambahan Nilai di Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak setempat.

4.1.4. Analisis Perberian Surat Rekomendasi Kepala Posat Perbukuan
Setelah dilakukan penelashan batk dari sisi aspek administrasi dan aspek
teknis dan dinvatakan bahwa buku-buks yang dimintakan rekomendasi dan
pengesahan oleh pemohon dapat diketegorikan sebagal buku pelajaran umum
maka hasil ini oleh Tim Penelagh Buku ditvangkan dalam suatu Berita Acara,
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Berdasarkan Berita acara penclaahan tersebut Kepala Pusat Perbukuan zkan
menerbitkan surat rekomendasi sebagai buku pelajaran umurm,

Pada tahap ini yang seringkall menjadi kendala adalah bersangkutan
dengan birokrasi dalamn proses penandatangan surat rekomendasi dari Kepala
Pusat perbukuan. Hal ini mengingat kesibukan dar secrang Kepala Pusat
Perbukuan. Di sisi lain penerbitan sural rekomendasi ini sangat diharapkan
secepatnya dapat diterbitkan karena berkaitan dengan uang sewa gudang yang
harus dikeluarkan oleh impartir buku, ataupun kepentingan pendidikan yang lain
untuk pemohon yang bergerak dalam pelayanan publik.

Kendala di atas dieari solusinya oleh Tim Penelaah Buku Pusat Perbukuan
dengan menyiapkan surat rekomendasi beserta lampirannya bersamsan dengan
proses penelahasn berlangsung. Diharspkan dengan cara seperti ini akan
mengurangi wakiu yang diperlukan untuk penerbitan surat rekemendasi,

4.1.5. Analisis Pengendalian Internal terhadap Pemberian Rekomendasi
sebagai Buku Pelajaran Umam antnk Mendapatkan Pembebasan

PPN di Pusbuk.

Pengendalian Intemnal terhadap pomberian rekomendasi sebagai buku
pelajaran umurm untuk mendapatkan pembebasan PPN di Pusbuk yang meliputi
lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi dan pengawasan adalah sebagai berikut;

1} Analisis Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian dalam rangka pemberian rekomendas] di Pusat
Perbukuan dapat dilihat dari adanya uraian tugas dan fungsi dari anggota Tim
Penelaah Buku Pusat Perbukuan sesuai tuges yang diembarmya, Hal ini sebagai
cara suatu unit kerje mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab.

Tim Penelash berasal dari berbagal latar belakang instansi yaitu terdiri atas
unsur dari Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional; Biro Hukum dan
QOrganisasi, Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; Direktorat
Jenderal Pajak Departemen Keuangan;, Direkitorat Jenderal Bea dan Cukai
Departemen Keuangan {mulai tahun anggaran 2008 tidak berperan serta lagil.
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Serta dari berbagai latar belakang dalam keahlian bidang studi yang berbeda yaitu
ahli bidang studi limu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Matematika,
Bahasa, serta Teknologi Informasi.

Tim Penelagh bekerja sesuai dengan pedoman pemberian rekomendasi dan
sesuai dengan SOP (Standar Operasional Produk)/POS {(Prosedur Operasional
standar) pemberian rekomendasi  sebagai  buku  pelgjaran umum  untuk
mendapatkan pembsbasan PPN. POS atau SOP yang disusun psda awal kegiatan
ini merupakan pencerminan dari filosofi dan gaya operasional organisasi Pusat
Perbukuan,

Tim Penelaah pada akhir kegiatan berkewajiban untuk melaporkan hasil
penelaahan kepada Kepala Pusat Perbukuan sebagai seorang WMM (Wakil
Manajemen Mutu). Hasil penelgaban inl ditugngkan melalui berita acara
penelaahan. Dengan dasar berita acara ini Kepala Pusat Perbukuan akan
menerbitkan Suat Rekomendasi. Hal tersebut mencerminkan adanya Struktur
Organisas: dari Pusat Perbokuan vang jelas telah menunjukkan adanya
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memiliki hubungan yang

SeSUEl.

2) Analisis Penilaian Resiko (Risk Assessment)

Proses Identifikasi dan penilaian vesiko dalam rangka pemberdan
rekomendasi di Pusat Perbukuan belum tertuang secaza eksplisit.  Proses
Identifikasi sampal level program tidek terfuang secara eksplisit dan penilaian
resiko sampai level aktivitas juga tidak lertuang sccara eksplisit dalam sebush
dokumen. Penilaian resiko masih dinyatekan secars implisit oleh kepala
subbidang Pengendalian Muty Buku di Pusat Perbukuan. Penilaian restko vang
dimaksud seharusnya adalah proses identifikasi dan analisis resiko vang relevan
vang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Penilian resiko sudah
dijalankan dalam kegiatan penelashan Tim Penelaah sebatas pada penilaian resiko
dalam bentuk manajeman resiko seperti dijelaskan dalam  analisis proses
penelaghan untuk buku-buku impor yang tidak dapat menyerahkan bukti fisiknya,

Penilaian vesiko juga belumn dilakukan oleh Pusat Perbukuan setelah

diterbitkarmya surat rekomendasi. Pusat Perbukuvan belum melakukan pos audit

Analisis pemberian..., Mulyaningsih, FE Ul, 2008
Universilas Indonesia



57

kepada pihsk-pihak pemochon apskah dafiar jndul buku yang diajukan sudah
sesuai dengan kenyastaan yang ada di gudang Bea Cukal sebapal tempat
pengeluaran buku yang diimpor tersebut,

3) Analisis Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas pengendalian merupakan bagian integral dart perencanaan,
implementasi, pelaporan, dan perfanggungiawaban karyawan terhadsp sumber
daya pemerintah dan pencapaian hasil veng efektf.

Aktivitas pengendalian pada semua kegiatan dan fungsi entitas. Hal ini
termasuk aktivitas sepeti persetujuan, autorisasi, verifikasai, rekonsiliasi, laporan
kinerja, pemcliharaan keamanan, pemelibaraan rekaman yang terkait yang
menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sesuai dokumennya,

Pembetian rekomendasi Pusat Perbokuan sudah melaksanakan aktivitas
pengendalian, Hal ini tercermin pada hasil-hasil penclaaghan dan berkas-berkas
dari kegiatan pemberian rekomendasi diadministrasikan secara rapi dalam otner
dokumen dan rekaman vang didalammnyz terdapat surat masuk, surat keluar, SK
kegiatan, undangan-undangan, daftar hadir, berita acara penelaaban, proposal
kegiatan, dan laporan kegiatan penelaghan.

Sebelum melaksanakan kegiatan disusun suatu proposal kegiatan untuk
menyesuaikan biaya kegiatan dengan anggaran vang tersedia, Hal ini jnga
mencerminkan adanya aktiviias persefojuan dari kepala subbid pengendalian mutu
bukn dan kepala subbag pengembangan mnaskah dan pengendalian mutu
bukuterhadap setiap peneleaahan yang akan dilakukan.

4) Analisis Informasi dan Kemunikasi (Information and Conmnunication)

Sistem skuntansi dalam pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan menjadi
satu dengan sistem akuntansi Pusat Perbukuean dalam bentuk laporan barang milik
Negara yang dibuat berdasarkan pada Standar Akuntansi Barang Milik Negara.
Laporan ini dibuat oleh Kepala Subbagian Rumah Tangpa yang memiliki
kewenangan merencanakan dan melakukan urusan persuratan, kearsipan,
perpustakaan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan, kebersiban dan keirdahan
di iinpkungan pusat.
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Laporan keuangan yang terdiri atas laporan Realisast Angparan, Neraca,
dan catatan atss Laporan Keuvangan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan. Laporan i dibuat oleh Kepala Subbagian Keuangan di Pusat
Perbukuan yang mempunyai wewenang merencanakan dan menyiapksn bahan
penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembiayaan, perbendaharaan,
dan evaluasi pelaksanaan anggaran pusat.

Komponen komunikasi dalam pemberizn rekomendasi baru dilakukan
secara intern dalam bentuk pembedan informasi kepada para pemchon yang
melakukan konfirtoast langsung ke Pusat Perbukuan. Sedangkan komunikasi
secara ekstern hanya dilakukan dalam tahap awal penyusunan rekomendasi
pemberian rekomendasi sebagal buku pelajaran umum. Secarza rutin komunikasi
ekstern dalam bentuk pengumuman, brosur, pengumuman ataupun wibsite belum
ada.

i Pusat Perbukuan, Kepala Bidang Informasi Perbukusn yang
mempunyal wewenang unfuk merancang dan mengembangkan sistem Informasi
perbukuan belum menyediakan sarana khusus untuk program kegiatan pemberian
rekomendasisebagai pelajaran urmum untuk mendapatkan pembebasan PPN ini,

5} Analisis Pengawasan {(Moniforing)

Komponen pengawasan i  Pusat Perbukvan dilakukan melalui
pengendalian alat pemantau dan pengukuran, Rapat Tinjavan Manaiemen, Kepala
subbidang dan kepala bidang masing-masing, Kepala Pusat, dan Wakil
manajemen Mutu.

Kegiatan pemberian rekomendasi diawasi  langsung  oleh Kepala
Subbidang Pengendalian mutu Buku dan Kepala Bidang Pengermbangan Naskah
dan Pengedalian Muty Buku sebagai bagian dari kepanjangan tangan Kepala
Pusat Perbukuan. Hal ini mengingat kedua personil ini secara langsung menjadi
anggota tim penclaahan dari pemberian rekomendasi Pusat Perbukuan. Sebagai
alat pementau dan pengukuren pemberian rekomandasi dilakukan dalam bentuk
pengukuran daya serap kegiatan pada setiap evaluasi kegiatan di bagian
perencanaan Subbid Pengendalian Muta Buku.
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Pengawasan akan menjamin efektivitas pengendalaian intern sepanjang
wakiu, Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara terus menerus dan evaluasi secara
periodik, Oleh karen itu, evaluasi kegiatan pemberian rekomendasi di Pusat
Perbukuan harus dilalukan dan mempunyal periode tertentu.

4,16 Analisis Umum Prosedur Pemberian Rekomendash

Pusat Perbukuan dalam hal ini di Sub Bidang Pegendalian Mutu Buku
mempunyai fungsi strategis. Fungsi strategis tersebut karena Pusat Perbukuan
sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi sebagai buku pelajaran umum
sehingga mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilal (PPN).
Bagi pemerintah hal int akan memberikan akibat adapya pengurangan pemasukan
negara dalam hal Pajak Pertambshan Nilai (PPN) buku pelajaren vmem dan
pengeluaran anggaran pemevintaly untuk pengadasn program Kkegiatan yang
dilaksanzkan di Pusat Perbukuvan Jakarta, Di sisi lain bagi pibak pemohon
rekomendasi terutama bagi pemohon yang bergerak dalam bidang perdapangan
buku-buku pelajaran umum, pemberian rekomendasi ini akan bherakibat lebik
murahnya harpa buku pelajaran umum di pasar.

Pemberian rekomendast yang dilakukan di Pusat Perbukusn selama i
merupakan salah sats  pelayanan terhadap publik, dalam arti pemberian
rekomendasi ini tidak dikenakan biaya dani setiap pechon rekomendas:, Tujuan
sebenamya dari pemerintah melalul kegiatan pemberian rekomendast ini adalah
akan dapat memberikan harga buku pelgjaran vmum yang murah dan terjangkau
oleh masyarakat. Namun jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati, hal ini
akan menjadi peluang kecurangan dari pemohon rekomendast yang bergerak
semata-mata mencari keuntungan untuk merauk keuntungan vang sebanyak-
banyaknva, Hal ini mengings!, pemberian rekomendasi di Pusat Perbukuan
selama d selain tidak dipungut biaya, batasan jumlah judul buku dan jenis buko
pelajaran umum yang seperti apa, belum ditetapkan. Demikian juga pos audit ke
setiap pemohon rekomendasi belum dilakukan. Anpggaran pemerintah untuk
pemberian rekomendasi tentunya akan melenceng dari tujuan semula bahkan
dapat memberikan peluang adanya morg! hazard perachon rekomendasi yang
tidak terbatasi,
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Melihat kenyataan di atas, maka menurut penulis prosedur pemberian
rekomendasi Pusat Perbukuan sebaiknys ditanbahkan dengan dibebankannya
biaya kepada setiap pemohon rekomendasi untuk setiap judul buku vang akan
diajukan pembebasan pengenaan PPN-nya serta ditambahkan jugs dengan adanya
data harga jual untuk setiap judul buku 4i informasi buku vang akan diajukan
rekomendasinya. Hal ini selain dapat mengurangi resiko di atas, juga untuk
mengatasi permasalahan yang pernah dihadapi oleh tim penelaah Pusat Perbukuan
dalam penyiapan lampiran rekomendasi terhadap pemohon rekomendasi vang
mengajukan permohonan rekomendasi sebanyak 11.100 judul bukue pada bulan
juni tabun 2008. Akan lebih baik lagi kenpgoisan tim penelagh buku Pusat
Perbukuan ditambahkan dengan seorang vang ahli dalam cos? accunting.

Pemohon rckomendasi berasal dari orang atau badan hukum vang
melakukan impor buku dan ada pela yang berasal dari penyeraban dalam negeri.
Proses penelaahan iekniz dari buku vang berasal dari impor sering ditemui
kendala dengan tidak adanya buku scbagai bahan penelsaban. Kondisi int
menjadikan abstraksi dari buls yang diajukan sebagai bahan penclaahan oleh tim
penelaah Pusat Perbukuan, bahkan ada juga yang hanyg dapat mengajokan judul-
judul bukunya saja, Hal ini memaksa tim penelash Pusst Perbukuan hanya
menggunakan dafiar judul buku dan asal/latar belakang dari pemobon sebagai
bahan penclaahan, Kenyataan ini fentunya akan mengurangi kesempumaan
penelazhan di Pusat Perbukuan dan lerkesan proses penelaahan hanya merupakan
persyaratan administratif saja. Padahal di sisi lain tim penelaah Pusat Perbukuan
beranggetakan orang-orang yang dianggap pakar di bidangnya dan dari instansi
yang relevan dengan pemberian rekomendasi ind,

Kondisi di atas menurut penulis akan dapat diatasi dengan proses
penelashan dilakukan setelah para pemohon dapat memberikan contoh buku
impor untuk tiap judul buku ke Pusat Perbukuan, walaupun barang belum
seluruhnys bisa diambil dari Bea Cukai. Hat ini memang akan berakibat adanys
cast pengambilan contoh barang di Bea Cukai darf setiap pemohon rekomendasi.
Namun di sisi lain banyak nilai positif dari tindakan ini yaitu dapat mengatasi
permasalahan-permasalah i alas.
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BABS
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpuolan Hasil Penelitian

Dari hasil penclitian tentang pemberian rekomendasi sebagai buku

pelgjaran umum  untuk mendapatkan pembebasan pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} di Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarts dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut.

D

2

k)

4

Analisis pada saat pemohon mengajukan surat permohonan
rekomendasi sudah berjalan dengan baik, karena peda prinsipnva
semua surat permohonan skan diferima oleh Pusat Perbukwan dan
dicatal sebagal surat masuk. Sifat pemberian rekomendasi ini
merupakan satu bentuk pelayanan kepada publik, terbuka untuk umum
dan tidak dipungut biaya. Kendalz baru akan terjadi pada saat
pemeriksaan administrasi surat permohonan.

Analisis proses surat masuk sesuai tata administrasi yang berlaku di
Pusat Perbukuan sudah berjalan dengan baik. Semua surat masuk akan
dicatat di Sub Bidang Rumah Tangga Bidang Tata Usaha Pusat
Ferbulwan, Proses berikninya surat permohonan akan dibawa ke Sub
Bidang Pengendalian Mutu Buku untuk dilakukan proses penelaghan,
Amnalists terhadap proses penelaghan administrasi maupun teknis untuk
buku-buku berkategori impor dan penyerahan dalam negeri oleh tim
penelaah Pusat Perbukuan belum mencapal maksimal. Hal ini bukan
disebabkan oleh kapasitas sebagal penelaah namun  disebabkan
ketidaklengkapan dari surat permohonan dan dokumen pendokung dard
pemohon rekomendasi.

Penelaahan terhadap buku-buku yang tidak termasuk buku berkatepori
buku pelajaran umum dilakukan lebih mendalam daripada untuk bulu-
nuku pelajaran umum yang berasal dar impor dan penyerahan dalam
negeri. Pusat Perbukuan hanya menerima penelaghan terhadap 3 (figa)
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jenis dari 11 {sebelas) jenis buku-buku yang tidek termasuk buku
pelajaran wmum. Tiga (3) jenis buku tersebut adalah buku roman
popular dalam bentuk bacaan fiksi, buku komik yang materinya
mengandung unsur-ungur pendidikan, dan buku reproduksi lukisan,
yang materinya mengetengahkan atay  mengindikasikan  adanya
contoh-contoh aliran dalam seni lukis. Analisis terhadap proses
penelaahan adminisirasi maupun teknis untuk buka-buku berkategori
tidak termasuk buku pelajaran urum belum mencapai maksimal, Hal
ini disebabkan karena kendala vang dihadapi seperti untuk penelaahan
buku-buku berkategori pelajaran umum untuk impor dan penyerahan
dalamn negerl, di sisi lain jarang ferjadi pemohon yang meminta
rekomendasi berkategori int.

5% Analigis terhadap penerbifan surat rekomendast oleh Kepala Pusat
Perbukoan belum mencapai maksimal, Hal ind disebabkan karensa
masalah birokrasi dan kesibukan dari Kepala Pusat Perbukuan.

6y Iuternal Control dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi sebagai
buke pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan pengenasn
Pajak Pertambahan Nilai (PFN) di Pusat Perbukuan sudsh dilakukan.
Analisis pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian
sudah baik, penilaian resiko belum maksimal, akfivitas pengendalian
sudah baik, informasi dan komunikasi belum maksimal dan
pengawasan sudah baik.

5.1 Rekomendasi atau Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian
rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan pembebasan
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pusat Perbukuan Depdiknas
Jakarta, kiranya dapat diberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:
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5.1.1 Untuk Pasat Perbukuan Depdiknas Jakarta

Pertama  dilakukan perubshan prosedur pemberian rekomendasi
sebagai bukn pelajaran umum  untuk  pembebasan pegenaan  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN} vaitu sebagai berikut:

[) Memasukkan aspek biaya produksi (analisis cosf) dan keuntungan dalam
proses penclaahan, untuk membatasi adanya moral hazard dari pemohon
rekomendasi. Sehingga perlu ditambahkan dalam data/informasi tentang
buku dalam hal harga jual dari setiap judul buku.

2) Adanyan kualifikagi dari penelash dimana perlu ditambahkan adanva
orang cost accouwning.

3} Ketaatan dan  setiap pemohon rekomendasi dalam  memberikan
kelengkapan. dokuemen pendukung dan contoht buku sebagai baban
penelaahan,

4} Adanya penilaian resiko terhadap bukw-buke vang pantss diberikan
rekomendasi, Deberikan kriteria buku pendidikan yang bagaimana yang
akan diberikan rekomendasi.

5) Diberikan kriteria sejauh mana objektivitas dari tim penelaah dalam
melakukan penelaahan buku.

Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas lagi terutama kepada orang
atau badan bukum yvang melakukan impor buku dan kepada orang stau badan
hulkum yang menerima penyeraban buku dalam negeri tentang prosedur
pemberian rekomendasi sebagai buku pelajaran umum untuk mendapatkan
pembebasan PPN, Selanjuinya dalam kaitannya dengan hal ini periu
disediakan media komunikasi secara ckstern secara rutin dalam bentuk

pengumunan, brosur, pengumuman ataupun wibsite,

5.2.2. Untuk Studi yang Akan Datang

Untuk studi yang akan datang perlu adanya penelitian lebih lanjut pada
pata pemohon terutamna untuk para pemohon yang berasal dari importir baik
dari suatn institusi pendidikan terlebib dari pihak-pihak lain yang bergerak
dalam bidang bisnis setelah mereka menerima surat rekomendasi sebagai buku
pelajaran umum dan mengeluarkan barang dari pabean, apakah buke-buku
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yang dikeluarkan dari pabean benar-benar sesuai dengan dafiar judul yang
tertera pada lampiran surat rekomendasi. Hal int perfu dilakukan mengingat
yang terjadi selama ini pihak importir tidak memberikan sampel dari setiap
buku yang dikeluarkan dari pabean ke Pusat Perbukuan Depdiknas Jakarta,
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INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PEMBERIAN REKOMENDAS! DAN PENGESAHAN SEBAGA! BUKU PELAJARAN UNMUM
UNTUK PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KATEGOR! BUKU IMPOR

Nama Penerbit .. \ B
Alamat

a. Jumlah Judul Buku

b, Judul Buku

¢. Nama Penulis

d. Nama Penerbit

e. Tahun Penerbitan

f. Bagaran Peruntukan Buku

{Data atay informasi < alas dalam bentuk Compact Dise CD)
2. _i Melengkapt Surat Permohonan dengan ditarmpiri:

a. Surat Keterangan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tentang dapat atau tidaknya barang cetakan yang
dimaksud gilmipor ke wilayah pegara kesatuan Republik indonesia,

b. Surat lzin dart Menteri Perindustrian dan Perdagangan apabila buku-buky yang diimpor adalah buku-buku yvang
parbahasa Indonesia,

. Salinan (foto copy) identitas pemohon {seperi KT, SIUPY )

d. Contoh buku untuk masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 {satu} eksemplar setiap judul bukg.
Apabila contoh buku tidak dapat dzsampazkan maka sebagal gantinya pemohon waijih menyampaikan
abstraksifrasumea isi buku,

e. Salinan {fuio copy) dokumen impor berupa invoice, B of Lading (BAL) atau Alnway Silf {(ARWE)

f. Salinan {foto copy) dokumen kontrak pembelian atau dokumen yang dapal dipersamakan,

g. Salinan {folo copy) dokumen pembayaran, berupa Lelfer of Credit (LUC) atau bukt transfer lainnya yang
berkaitan dengan pambayaran impor.

3. | Salinan (foto copy) surat keteranganfpernyataan hibah dan pihak donatur stau dokumen sejenis yang dapat

dipersamakan ,
{catatar: diisi dalam hal buku yang difmpor merupakan hibah dari pihak-pihak dif luar neger))
KESINPULAN: Jakarta,.....
= Mementhi Syarat Administratif Pemeriksa

= Tidak Memenuh! Syarat Adminisiralif

.........................................

%
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INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN KELENGKAPAN ADMINISTRAS! DALAM RANGKA
PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PENGESAHAN SEBAGA! BUKU PELAJARAN UMUM
UNTUK PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
KATEGORI BUKU PENYERAHAN DALAM NEGERI

Nama Pensrbit '  wn
Alzmat

Mengajukan Surat Permohonan dengan dilampiri:
a, Jumlah Judul Buku

b, Judul Buku

o. Nama Penulis

d. Nama Panerbit

e. Tahun Penerbitan

f. Sasaran Peruntukan Buku

{Data atau informasi di atas dalam beniuk Ceompact Dise (CD)
2. [ Mengaiukan Surat Permchonan dengan dilampirt

a. Salinan {foto copy) identitas pemohion (seperdi KTP, 8iUP)

b, Contoh buku untuk masing-masing judul buku yang diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar setiap :
fudul bukis.

KESIMPULAN:

= Memenuhi Syarat Administratif

= Tidak Memenuht Syarat Administratif JAKATA, e

Pemerikea
H
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Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum untuk
Merndapatkan Pembebasan PPN dari Tahun 2003 s.d Juni 2608

o | Tahun Nama Penerbit | Jumlah | Jumlah Alamat Keterangan
Per
Tahun
1. 2003 | PT. Walys Dara 89 hudul | 82 jurd an  Misiali Walyod, 1 Impordaflar judul puku dan
Wisma Anam Li 3 Jin | kelezangonnya
Teuku Ok Do Nao 12
Jakarla 10360
2. 2004 5T, Widya Dars 203 duddl {203 judydl | an Miniai  Wabyud, | Impor, daflar gatul buko dan
Wisma Anam U 3 Jin | keterangannys
Teuky Ck Diro Ne 12
Jekarla 10380
3. 2005 1 Sekalsh Sante t Judul | 95 Judd an. Dra. M| Eko ] imgor, Buku dengan puch
Laurensia Wijayanti, M.51, | Mew Visua! Encylonedia 320
Kanrdinaior Ferpuslakaan 1 Transparance in 4 File
Sekolah Sanla Lawrensia, | {penerbitt TTEVisual)
parumahan Alam suters,
Serpony, Tangerary
4. PT. Witlya Dara 98 Judis a.n Miniat Wabyudl | Impor, dafiar fudil buku dan
Wisma Anam Lt 3 Jin. | kelersngannya
Teuku Cik Do No. i2
Jakarla 10350
5, 205 PT. Widya Dara 181 Judal | 2262 an  Misiai  Wahyudi. § Imper, daftar judul buky dan
Judut wisma Ansm L4 3 M. | kelerangannya
Teuky Cik Dire No, 12
Jakarlz 193460
8. T 1523 a.n Rekior UT, Jln, Cabe | Penyerahan dari UT barupa
huzdul Rayz, Giputat Tangerang | Bahan Ajar Mullimedia
15418 heruca daftar judul buky
Audio videg
7. PT. Tigaraksa Salria 8 Jushl an Hemia Kumigwan, | Fnpor, daflar judul buku dan
Y. Tigaraksa Satria, JL | keterangannyn
#R. Rasuna said Key. 8-3
Jakaria 120820
& PT. Dian Hakyat 217 an. Diana Susanli. PT. | Penyerahan das Dian Rakyst
Jugdul Dian Rakyat Jn.
Rawagelsre | No, 4
Kawasan incfugte
Pyingadung Jakarta
13830
8. PT. Trisula Adisakti A8 an.  Totv  Sumerlo, § tmpor, dafier fudud buky den
Judui Girskiur PT. Trisula | keterangannya
Adisek . Haladewa F.
188 Jukanta 10540
10, Direkiorat Sistes | 118 an, Djumantore P Purbo, | Hibah dart Raouw Wallenberg
informasi, Ham | Judhd WA, Direkir  Sistem | Instiste Dirpklorat Jendem
Dephukurm dan HAM fnformasi  MAM, Difen | Perindungsn HAM Pedindungan
Periindungan HAM | HAK Dephukum dan HAR,
Dephukum dan HAM RY | dafiar Buke dan Kelerangannya
Gedung KPK L IV JBn
Ragung Said Kav. 04
Jakarta Selatan 12920
11, Komnag HAM 41 a.n Atikah Nepaing, Kapus | Hibah dari Komnas HAM Raoult
Sl Ciokumentasi dan | Wallsaberg lostilute, Swedia,
informasi  Komnpas MAM | JdFT7 buky Dn kelerNGNY
Jin. Latuharhary No. 48, | Daftar buku das ketersngennya.
Menleng, Jokpus 10318
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22, CEP.CCIT  Fakullas 27 an. Dr. Ir. Bondan T. | impor daftar Buky dan
Teknik (5 Gt Sofyan, M.8i, CEP-CCIT | Kelgrangannya
FT Ui, Gedung
Enginamiing Center 141,
Falkullas  Teknk 4,
Kamzus Ul Depok 16424
23 PT. Widyadara §50 .. Dl Marnajer | Penyeraban buke terbiian
Jucid Keuangan PT. Widyadara, | dart PY. Widyadara
Menara bank D=gang
Negara LI 24, Jin. MH
Thamiin No. 5 jzkada
16340
24, LY. Fanross 31 a.n Bfisndi, OV, Fenross | impor, Doflar Buky dan
Corporakion Judud Corporation, Ji | keterangannya
Kerajaya indah  Timeor
xivH2 Bink £460
Suzsbaya 603147
25, Pusham  Universitag 48 #n. I Yoan N | Hibah buku dasd Raoul
Surabaya Judul Simaenjuntak, SH, MHum, | Wallenberg institule Swedis,
Kepsia Pusat Sludi Mak | Baflar buku dan keterangannys
Asasi Manusia,
Universitas Surahaya,
Gedung Papusteksan LL
Y JdIn. Rays Kalirungkut,
Tenggiis, Surabaya
E0283 :
28, Fakultas Teknik {4 27 a0, 1. ir. Bondan ¥, | Impor, daflar Buke dan
Judul Bofyasn, M3, CEP-COIT | Kelerangannya
FT i, £Gedung
Enginesring Cenler L1,
Faluttas  Teknik L,
Kampus LIl Depok 16424
rAS FY, lchiiar Baw Van 45 an  LW.J  Pasmans, | Penyerahas bhuky terbilan
Moove Jedul GirgsiurUlama PT. jothilar | PT. Ichiiar Barg Van Hoove
' bare Van Hpeve |, Jin
FRayza pasar Jumal No, 38
0-E, Pondek  Pinang,
Jakarta 12316
No. | Tahun Nama Penerbit Jumiab Jumi Alamat Keterangan
ah
Total
4. 12008 CEP-CCIT FakultasTeknik L 46 Judui r. ir. Bondan T. | impor  bukubuky  untuk
Sofvan, MBI, CEP- | Pendidikan Teknclog
CCIT FT i3, Gedung | Informasi di U, Dafiar Buka
Engineering Center | dan keterangannya
L4, FakuBag Teknik
Ul Kampus U Depok
18424
2. PT. Arina Komunikasi Asgia 18 Judl PT. Ariha komuriikast | npor buku-Buky  pelajaran
Asgia, Plaza  CGreet | umum unluk 80, Doftar
River (i 14 .Jn. | Buku dan keterangannys
Rasuna Saig 8ok X2
Ngo. i Jakaria
Selatan, Indonesis
3 Yayasan Tipte  Has Eka 20 Judul an ap Femy 8 ) Impor pahan hacaan

Bangsa

Ojonglanto,  SH,LLM | penunjang bagi KBM  di
Ketua Yayasan Tipta | Sekoleh Sinar Mas, Dafior
Mas eka Hangsa, 1 Bukudan kelerangannys

Wisma Ingdah  Kiat,
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geduny B3, lLaniai 3,
Jin. Faya Serpong
K 8, Serpong,
Tangeang
PT. Arbs Rorunikasi Asia 82 Judud an DR L Widyanicko | impor buku-buky pelaiaran
Burmarlin, Dirakdur | umem untuk S0, SMP dan
PT. Adhe komunikasi | SMA | Ueflar Buku dan
Asia, Faza  Grest | ketersngarmya
River 1t 14 Un
Rasuna Sald Bick X-2
Ko 1 Jakadds
Selotan, Indoness
4. PT. Widyadars 7T Jugd w4t Miniali Wahyuil, | inpor, Daflar  Buku  dan
Wisma Ansm L 3 | ketgrangsnnya
Jin. Teuka Ok Diro
No. 412 Jukarts 10350
5. 1. Mentari Books indonesia 150 Jugtal An Anna Rimba | | lmpor twkubuke pelelaran
Rukan Senira Niggs | vmum  eniek 8D, Daflar
Par Indah Biok T4 | Buku dan kelerangennys
03, Puri lrsgduhy,
Jakaria Baral
£, Yayasun  Tipta Mas  Eka | 1000 Juded an  Adhur Yahya, | mper  huku-buks  bahan
Bangsa Wisms  indsh  Kiat, | bacaan  penunjeng  untuk
geduny B, Laniak 3, ] Sekoleh Sinar Mas, Dalar
Jin, Raya Sarpong | Buks dan Reteranganriya
Kmo 8, Berpong,
Tangerang
Z. Yayasan  Tipts Mas  Eka | 104562 Jughal aa. Arhur Yahya, | Impor  buku-biku  bahan
Bangss Wisma Indah  Kisl, | basaan  peruniang  untuk
gadung 8, Lantai 3, | Sekoleh Sinar Mas, Deflar
Jin. Raya Serpony | Buko dan kelerangannve
Kim. 8, Serponyg,
Yangetang
8 FT. Gramedia Asri Media 47 Judul &R Herman K. | Impor Budesbuke pelajaman
Masman, Jir. $3ajah | dan penuniang  untuk
Mada 109 .Jskartz | pendidikan Dasar  sd
11140 Irdonesia FPerguruan  Tinggl, Defar
Bkl dan ketersnganava
E) DR, ir. Naniak Widayati, M.Ars 1 ot an DR, 5. Nanisk ] Peryerahan dalem neger,
: Widayat, M.Asrs Jin. | memerhitkan buke dengan
Damai POX It No. | judul Rumah Mayor China &
78, Petukangan | Jakaria
SHelatan, Jukarta
Belatan
10 P Widyadara 33 Sudol 11.88 | an Mintali Wahyudl | lopor, Daflar Buku  dan
g YWisma Anam LL 3 | kelerangannys
Judul i, Teuku Cik Dirs
Mo, 12 Jakarta 103560

Sumber : Dokumen dan Rekaman dari Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Rekomendas! sabagsi

Buku Pelajaran Umum untuk Mendapatken Pembebasan PPN di Pusat Perbukuan
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DEPARTEMEN PENﬁID!KAN NASIONAL
PUSAT PERBUKUAN

JALAN GUNUNG SAHAR ( EKS KOMPLEKS SILIWANGI ) JAKARTA PUSAT 10002
Telepon 021 - 3804248 { 5 Saluran ) Fax. 021 - 3806229
" Tromel Pos 3678

2 o

Nomor ¢ f3EF a8 2/PT/2008 .21 JUL 008
Lampiran : 1 {satu} berkas :
Hal : Rekomendasi sebagai Buku Pelajaran Umum ‘

Yt Sdr. Herman K, Masman
Kepals Bagian Impor

Y. Gramedia Asti Media

A, Gajah Mads 109

Jekarta 11140

-

Sehubungan dengan surat Saudara Momor: PPI/014707/2008, fenggal 3 Juii 2008
perihal Permohonan Pembebasan Pajak Atas Impor Buku, bersama ini kami sampaikan
hasil penelaahan terhadap judul buku yang Saudara ajukan berdasarkan sinopsis buku,
yaitu sebagai berikut,

1. Judul-judul buku terlarnpir dapat dimasukkan dalam kategori buku pelajaran urmum
dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan Repubiik Indonesia Momar: 353/KMK.03/2001, tanggal
5 Juni 2001 tentang Batasan Buku-Buku Pelajaran Umurh, Kitab Suci dan Buku-Buku
Pelzjaran Agama yang atzs Impor dan atsu Penyerahannys Dibebaskan dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilat {(Pasal 1 ayal 1 dan 2], serta Keputusan Menter
Keuangan Republik Indonesia Nomaor 63/KMK.G3/2002 tanggal 26 Februart 2002
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesiz Nomor
10/KMK.03/2001 tentang Pamberian dan Penatausshaan Pajek Pertambghan Nilsi
Dibebaskan atas Impor dan ateu Penyerahan Barang Kena Pajak Tertenhu dan atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu (Pasal 1 angka 1 (32)). :

2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ternyata buku-buku tersebut fidak
termasuk dalam ketentuan Kepulusan Menteri Keuanagan Republik Indonesia Nomor;
353/KMK.03/2001 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomot:
63/KMK.03/2002, maka rekomendast ini akan ditinjau kembali,

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasibi.

Kepala Pusat Perbukuan,

Dr. Sugijanta A7.-
f'rszz?, 130 357 940(&_
Tembusan:
. Sekretaris Jenderal Depdiknas (sebagal laporan);
Kgpala Bagian Tala Usaha Pusat Perbukuan Depdiknas;
Kepala Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buky;
. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Setempat.
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DAFTAR JUDUL BUKUYANG {}}{K‘EKOMW&SIKAN SEBAGAI BUKU PELAJARAN UMUM

ATAS PERMINTAAN PT. GRAMEDIA ASRI MEDIA

Ho Judul

Pengaraby
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Abstraksl buky

Jml
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